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MOTTO 

 

 فَإذِاَ عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللَِّّ 

“Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah.” 

(QS. Āli ‘Imrān: 159) 

 

َ لََ إ أنَْفُسِهِمْ نَّ اللَّّ يُغيَ رُِ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يُغيَ رُِوا مَا بِ  

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(QS. Ar-Ra‘d: 11) 
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ABSTRAK 

 

Ekonomi Mikro Islam 

Oleh Yezi Yolita, NIM. 2111130021 

Ekonomi mikro Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji 

perilaku individu dan unit-unit ekonomi, seperti konsumen, produsen, serta 

mekanisme pasar dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah 

Islam. Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai konsep-konsep dasar ekonomi mikro Islam serta 

perbedaannya dengan ekonomi mikro konvensional yang cenderung 

berorientasi pada keuntungan semata. Kajian ini menggunakan metode 

penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif, yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, buku, dan literatur ilmiah 

yang relevan. Pembahasan dalam buku ini meliputi konsep dasar ekonomi 

Islam, permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam, keseimbangan 

pasar, produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, penetapan harga, serta 

mekanisme pasar dan peran al-hisbah. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

ekonomi mikro Islam tidak hanya menekankan aspek efisiensi dan 

rasionalitas ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai keadilan, 

keseimbangan, kejujuran, dan kemaslahatan. Setiap aktivitas ekonomi 

harus memperhatikan prinsip halal dan haram serta tanggung jawab sosial 

agar tercipta pasar yang adil dan berkelanjutan. Buku ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat dalam 

memahami serta menerapkan ekonomi mikro Islam secara teoritis dan 

praktis dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata Kunci: Ekonomi Mikro Islam 
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ABSTRACK 

 

Islamic Microeconomics 

By Yezi Yolita, NIM. 2111130021 

Islamic microeconomics is a branch of economics that examines the 

behavior of individuals and economic units, such as consumers, producers, 

and market mechanisms, based on Islamic sharia values and principles. 

This book aims to provide a comprehensive understanding of the basic 

concepts of Islamic microeconomics and how they differ from conventional 

microeconomics, which tends to be solely profit-oriented. This study uses 

library research with a qualitative descriptive approach, sourced from the 

Qur'an, hadith, books, and relevant scientific literature. The discussion in 

this book covers the basic concepts of Islamic economics, demand and 

supply from an Islamic perspective, market equilibrium, production, 

consumption, income dist ribution, pricing, as well as market mechanisms 

and the role of al-hisbah. The results of the study show that Islamic 

microeconomics not only emphasizes aspects of efficiency and economic 

rationality, but also integrates the values of justice, balance, honesty, and 

welfare. Every economic activity must adhere to the principles of halal 

(permissible) and haram (forbidden) as well as social responsibility to 

create a fair and sustainable market. This book is expected to be a reference 

for students, academics, and the public in understanding and applying 

Islamic microeconomics theoretically and practically in everyday life. 

Keywords: Islamic Microeconomics 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ekonomi mikro Islam merupakan cabang ilmu ekonomi Islam 

yang mempelajari perilaku individu dan unit-unit ekonomi kecil, seperti 

konsumen, produsen, dan pelaku usaha, dengan berlandaskan nilai-nilai 

syariah Islam. Berbeda dengan ekonomi mikro konvensional yang 

menitikberatkan pada prinsip rasionalitas semata dan pencapaian 

keuntungan maksimal, ekonomi mikro Islam menggabungkan dimensi 

moral, etika, dan tujuan kesejahteraan (falāḥ) dalam setiap aktivitas 

ekonomi. Dengan demikian, keputusan ekonomi tidak hanya dinilai dari 

efisiensi dan keuntungan materi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan 

prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama.1 

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumen dan produsen 

dipandu oleh nilai tauhid, yaitu kesadaran bahwa seluruh aktivitas 

ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Hal ini 

menyebabkan preferensi konsumen tidak semata-mata didorong oleh 

keinginan (wants), tetapi juga oleh kebutuhan (needs) yang halal dan 

bermanfaat. Prinsip ini membatasi konsumsi berlebihan (isrāf) dan 

mendorong pola konsumsi yang seimbang.2 Dalam ekonomi mikro 

Islam, permintaan dan penawaran tetap diakui sebagai mekanisme 

pasar, namun keduanya harus berjalan dalam koridor syariah, tanpa 

praktik riba, gharar (ketidak jelasan), dan maysir (spekulasi).3 

 
1 M. I Arbi, L. H., & Bhatti, Islamic Microeconomics: An Introduction., 

2023. h 5 
2 Choudhury, Islamic Economics as Mesoscience, 2020. h 45 
3 Dian Wirna Ningsih and Kiki Hardiansyah Siregar, ‘Analisis Prinsip-

Prinsip Ekonomi Mikro Dalam Konsep Permintaan Menurut Perspektif Islam : Suatu 

Kajian Studi Pustaka’, Jurnal Ekonomi Sakti, 14 (2025), h 16. 
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Selain itu, ekonomi mikro Islam menempatkan keadilan sebagai 

prinsip utama dalam pembentukan harga dan distribusi kekayaan. Harga 

tidak boleh dibentuk melalui manipulasi, penimbunan (iḥtikār), atau 

eksploitasi pihak lemah. Negara dan otoritas pasar memiliki peran moral 

untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan secara adil dan 

tidak merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, keseimbangan 

pasar dalam ekonomi mikro Islam tidak hanya bermakna keseimbangan 

matematis antara permintaan dan penawaran, tetapi juga keseimbangan 

etis dan sosial.4 

Pada sisi produksi, ekonomi mikro Islam menekankan bahwa 

tujuan produsen tidak hanya memaksimalkan laba, tetapi juga 

menciptakan kemanfaatan sosial. Produsen dituntut untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang halal, berkualitas, dan tidak 

merusak lingkungan maupun tatanan sosial. Prinsip maṣlaḥah menjadi 

landasan penting dalam pengambilan keputusan produksi, terutama bagi 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan besar dalam 

perekonomian masyarakat.5 

Ekonomi Mikro Islam ini penting untuk dibuat karena 

memberikan pemahaman mengenai bagaimana aktivitas ekonomi 

seperti konsumsi, produksi, distribusi, permintaan, penawaran, dan 

mekanisme pasar dapat dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam. Di 

tengah perkembangan ekonomi modern yang sering berorientasi pada 

keuntungan semata, ekonomi mikro Islam hadir sebagai alternatif yang 

menekankan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, serta 

 
4 Helisia Krisdayanti and others, ‘Rekonstruksi Konsep Keseimbangan Pasar 

Dalam Perspektif Mikro Ekonomi Syariah’, Jejak Digital: Jurnal Ilmu Ekonomi, 2.1 

(2026),  h 24. 
5 Ulan Pitriyani, ‘Ma ṣ La ḥ Ah -Based Appraisal of Consignment Contracts : 

Micro , Small , and Medium Enterprises ( MSME ) in Pekanbaru’, Az-Zarqa’: Jurnal 

Hukum Bisnis Islam, 17.1 (2025), h 58. 
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mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan 

kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi sumber 

pengetahuan bagi mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat dalam 

memahami konsep ekonomi yang tidak hanya mengejar efisiensi dan 

keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika sesuai 

syariat Islam. 

Dengan adanya ekonomi mikro islam , karena masih banyak 

masyarakat yang memahami ekonomi hanya dari sudut pandang 

konvensional, sehingga diperlukan literatur yang menjelaskan konsep 

ekonomi Islam secara sistematis dan mudah dipahami. Melalui 

pembahasan tentang permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, 

produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, penetapan harga, dan peran 

al-hisbah, buku ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan 

pembaca mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan 

ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi salah 

satu sarana edukasi untuk mendorong terciptanya sistem ekonomi yang 

lebih adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep dan prinsip ekonomi mikro Islam dalam 

mengatur perilaku konsumen, produsen, serta mekanisme pasar 

berdasarkan nilai-nilai syariah? 

2. Bagaimana penerapan ekonomi mikro Islam dalam permintaan dan 

penawaran, produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, serta 

penetapan harga untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan 

ekonomi? 

 

C. Tujuan Penulisan  

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep serta prinsip ekonomi 

mikro Islam dalam mengatur perilaku konsumen, produsen, dan 

mekanisme pasar berdasarkan nilai-nilai syariah. 

2. Untuk menjelaskan penerapan ekonomi mikro Islam dalam 

permintaan dan penawaran, produksi, konsumsi, distribusi 

pendapatan, serta penetapan harga guna mewujudkan keadilan dan 

kemaslahatan ekonomi. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang 

bisa diambil bagi semua yang memiliki kepentingan, diharapakn juga 

dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Kegunaan Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu untuk 

pengembangan pengetahuan, yang hasilnya dapat diharapkan untuk 

menambah wawasan masyarakat luas mengenai manfaat Ekonomi 

Moneter Islam dalam Teori dan Konsepnya. 
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2. Kegunaan Praktis 

Untuk penulis penelitian ini merupakan bagian dari proses 

belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, 

sehingga dapat lebih memahami aplikasi dan teori- teori yang 

selama ini di pelajari. Diharapkan hasil penulisan ini dapat 

digunakan sebagai dasar atau sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

E. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode 

penelitian yang sumber datanya berasal dari literatur atau pustaka, 

seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen yang relevan 

dengan tema pembahasan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk 

memperoleh landasan teoritis, mengkaji konsep-konsep utama, serta 

membandingkan hasil temuan sebelumnya yang berhubungan 

dengan objek kajian.6 

Penelitian kepustakaan berfungsi sebagai alat untuk 

membangun kerangka konseptual yang kuat, membantu 

mengidentifikasi celah penelitian, serta menghindari duplikasi studi 

sebelumnya. Peneliti dapat memanfaatkan beragam literatur untuk 

mendukung argumentasi dan memperkuat dasar pemikiran yang 

digunakan dalam penelitian.7 

 

 
6 Farida Rahmawati, Metodologi Penelitian Kepustakaan dalam Kajian Ilmu 

Sosial dan Humaniora (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 45. 
7 Evi Lestari, Metode Penelitian Kepustakaan: Strategi Menulis Ilmiah 

Berdasarkan Literatur (Bandung: CV Jejak, 2023), h. 29. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan 

untuk memahami fenomena secara mendalam melalui kajian teks 

dan narasi, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Pendekatan ini 

digunakan karena sesuai dengan karakteristik penelitian 

kepustakaan yang mengkaji data tekstual dari sumber-sumber 

tertulis.8 

Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti 

untuk mengeksplorasi makna dan pemahaman yang terkandung 

dalam dokumen dan literatur yang dikaji. Menurut Sugiyono, 

pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai 

instrumen kunci. Peneliti melakukan analisis secara mendalam 

terhadap teks yang ditemukan dalam literatur-literatur yang 

berkaitan dengan pokok masalah penelitian.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Muhammad Rifa’i, Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi 

(Malang: Literasi Nusantara, 2023), h. 61. 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2022), h. 13. 
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F. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa buku, 

jurnal, artikel ilmiah, Al-quran, hadis dan sumber literatur lain yang 

relevan. Data sekunder digunakan karena penelitian ini bersifat 

kepustakaan, sehingga peneliti tidak mengumpulkan data langsung 

dari lapangan, melainkan dari bahan-bahan yang sudah tersedia.10 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

dokumentasi pustaka, yaitu teknik yang dilakukan dengan menelaah 

dokumen-dokumen tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, 

artikel populer, dan berbagai sumber informasi lain yang 

mendukung penelitian ini. 

 

G. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada deskripsi data 

berupa narasi dari sumber-sumber pustaka. Proses analisis dilakukan 

dengan cara mengorganisasi data, mengkategorisasi informasi penting, 

dan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antar data yang 

ditemukan.11 

 

 

 
10 Siti Nurjanah, Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2022), h. 47. 
11 Asep Saepudin Jahar, Metode Analisis Data Kualitatif dalam Ilmu Sosial 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), h. 74. 
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Analisis kualitatif bertujuan untuk menafsirkan makna yang 

tersembunyi dari teks melalui proses interpretasi mendalam. Peneliti 

menelaah literatur yang diperoleh, menyusun kategori data, dan 

membandingkan antara teori dan temuan, sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian ini. 
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BAB II 

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM 

 

A. Definisi Ekonomi Mikro Islam 

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia 

yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap 

barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu oikos yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos yang 

berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi 

diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah 

tangga”. Ekonomi mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka 

berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam Pengantar 

Ekonomi Islam memenuhi kebutuhan hidup.1 

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-

iqtishad al-Islami. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan sebagai 

pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, 

mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan 

ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya 

diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid 

sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.2 

Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dari teori ekonomi 

yang menitik beratkan bahasannya dengan masalah-masalah dalam 

skup kecil atau mikro, begitu pula dengan mikro Islam yang menitik 

beratkan bahasaannya pada masalah tersebut diatas, meskipun begitu 

 
1 Azharsyah Ibrahim Dkk, Pengantar Ekonomi Islam (Jakarta: Departemen 

Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021),  h 54 . 
2    Azharsyah Ibrahim Dkk Dkk. h 55 
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ada beberapa asumsi dan aksioma yang bertolak belakang diantara 

keduanya.3 

Kehadiran ekonomi mikro Islam sebagai salah satu cabang ilmu 

mikro ekonomi tidak terlepas dari sepak terjang ekonomi mikro 

konvensional. Tidak jauh berbeda dengan ekonomi mikro 

konvensional, ekonomi mikro Islam juga menitik beratkan 

pembahasannya pada masalah-masalah dalam skup kecil seperti 

pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, 

penentuan tingkat konsumsi dan produksi dari para pelaku ekonomi. 

Akan tetapi, di sisi lain, kehadiran ekonomi mikro Islam mencoba 

menjawab berbagai kekurangan yang ada pada ekonomi mikro 

konvensional.4 

 

B. Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam  

Dalam melihat kehidupan ekonomi dapat ditinjau dari dua sudut 

pandang, pertama kehidupan ekonomi itu dipandang sebagai sistem 

keseluruhan (agregat), dan kedua kehidupan ekonomi yang dipandang 

sebagai bagian kecil dari system keseluruhan (unit). Sehubungan 

dengan itu, maka ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu 

Teori Mikro ekonomi dan Teori Makro Ekonomi.5 

 

 

 

 

 
3 . Fahmi Medias, Ekonomi Mikro Islam (Magelang: UNIMMA PRESS, 

2018),h 1. 
4  Fahmi  Medias. h 3 
5 Muhammad Soleh Bahrur Rasyid, Ekonomi Mikro (Mataram: Sanabil, 

2020), h 11. 
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1. Teori Mikro ekonomi  

Teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan 

sebagai “ilmu ekonomi kecil”. Berdasarkan kepada pola dan ruang 

lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan 

sebagai: satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis 

mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan 

perekonomian. Ekonomi mikro konvensional ini didasarkan pada 

prilaku individu-individu yang secara nyata terjadi disetiap unit 

ekonomi, prilaku individu dari setiap unit ekonomi tersebut akan 

bertindak dan berprilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut 

persepsinya masing-masing. Pembahasan prilaku konsumsi 

ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan 

pada variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan.6 

Sedangkan dalam pembahasan ekonomi mikro islam, 

justru faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan 

syari’ah akan ikut menjadi variabel yang penting dan perlu 

dijadikan sebagai alat analisis. Ekonomi mikro islam menjelaskan 

bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi 

dengan memasukkan batasan-batasan syari’ah sebagai variabel 

yang utama. Dalam ekonomi mikro islam, kita menganggap bahwa 

basic ekonomi (variable-variabel ekonomi)hanya memenuhi segi 

necessary condition, sedangkan moral dan tatanan syari’ah akan 

memenuhi unsur sufficient condition dalam ruang lingkup 

pembahasan ekonomi mikro. 

Aktivitas-aktivitas unit-unit ekonomi yang dikaji oleh 

ekonomi mikro tersebut di antaranya yaitu:  

 
6 Husain Insawan, Mikro Ekonomi Islam (Jombang: CV. Nakomu, 2021), h 

3. 
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a. Mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai 

konsumen, sebagai pemilik sumber-sumber ekonomi dan 

sebagai produsen.  

b. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa 

mulai dari produsen hingga sampai pada konsumen. 

c. Mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa itu dapat 

terbentuk.  

d. Mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat 

produksi agar tercapai keuntungan yang maksimum.  

e. Mempelajari bagaimana konsumen atau rumah tangga 

mengalokasikan pendapatannya yang sangat terbatas untuk 

barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga tercapai kepuasan 

yang maksimum. 7 

2. Teori Makro Ekonomi  

Makro berarti besar. Analisis makroekonomi merupakan 

analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya 

bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Dalam 

menganalisis kegiatan pembeli (dalam makro ekonomi mereka 

dinamakan sebagai konsumen), yang dianalisis bukanlah 

mengenai tingkah laku seorang pembeli tetapi keseluruhan 

pembeli yang ada dalam perekonomian. Begitu pula, dalam 

menganalisis tingkah laku produsen, yang diamati bukanlah 

kegiatan seorang produsen tetapi kegiatan keseluruhan produsen 

dalam perekonomian.8 

 

 
7  Muhammad Soleh Bahrur Rasyid. h 11 
8  Husain Insawan. h 5 
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C. Pelaku Ekonomi Mikro Islam 

Pelaku-Pelaku Kegiatan Ekonomi Ada 3 pelaku kegiatan 

ekonomi diantaranya : 

1. Rumah tangga 

Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang 

tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja 

dan tenaga usahawan. pemilik produksi akan menawarkan faktor 

produksi kepada sektor perusahaan. Sebagai balas jasa terhadap 

penggunaan berbagai jenis faktor produksi ini maka sektor 

perusahaan akan memberikan berbagai jenis pendapatan kepada 

sektor rumah tangga.  

2. Perusahaan  

Perusahaan merupakan organisasi yang dikembangkan oleh 

seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk 

menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat 

yang disebut sebagai pengusaha. Pengusaha dalam memproduksi 

barang bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, melainkan 

tujuan mereka adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil 

usaha mereka. Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan 

ekonomi dibedakan menjadi tiga diantaranya: industri primer 

merupakan Perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan 

mengeksploitir faktor produksi yang disediakan oleh alam. Seperti 

kegiatan pertambangan, mengeksploitir hasil hutan dan menangkap 

ikan tergolong industri primer. Industri sekunder merupakan 

perusahaan yang menghasilkan barang industri (sepatu, baju, mobil, 

buku), membangun perumahan dan bangunan, menyediakan air, 

listrik dan gas. industri tersier adalah perusahaan yang 

menghasilkan jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan 
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pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberikan pinjaman 

(lembaga-lembaga keuangan), menyewakan bangunan (rumah dan 

pertokoan). 

3. Pemerintah  

Pemerintah yang dimaksud disini adalah badan-badan 

pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. badan-badan 

tersebut diantaranya badan penanaman modal, bank sentral, 

parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata dan sebagainya. 

Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan 

perusahaan agar kegiatan ekonomi mereka dilakukan dengan cara 

yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.9 

 

D. Konsep Harta (Kepemilikan) 

Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting sebagai 

bagian dari kehidupan manusia dan sebagai amanah yang diberikan 

oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan sesuai dengan syariat-Nya. Harta 

dalam bahasa Arab sebagai ( المال al-mal yang berarti sesuatu yang 

berharga dan dapat dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh manusia 

baik dalam bentuk benda maupun manfaat. 

Secara etimologi, al-mal berasal dari kata   يميل  –مال , mala – 

yamilu yang berarti condong atau tertarik, yang dalam konteks harta 

menunjukkan sesuatu yang cenderung diinginkan oleh manusia karena 

manfaatnya.10Sedangkan secara terminologi, harta dalam Islam 

 
9  Husain Insawan. h 7 
10 Rusdan, ‘Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, 

Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman, Vol.10 (2017).  
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merujuk pada sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar’i dan 

memiliki nilai ekonomi dalam pandangan syariat.11 

Para ulama dan ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang 

lebih rinci mengenai pengertian harta, antara lain: 

1. Menurut Imam Syafi'I : Harta adalah segala sesuatu yang memiliki 

nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara sah dalam Islam. Harta 

harus memiliki bentuk yang jelas, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, serta bisa dimiliki secara sah.12 

2. Menurut Imam Abu Hanifah : Harta adalah segala sesuatu yang 

dapat dikendalikan dan dimanfaatkan secara hukum Islam, baik 

berupa benda nyata maupun hak atas suatu manfaat, seperti hak 

sewa atau hak kepemilikan non-fisik.13 

3. Menurut Imam Malik: Harta harus dapat dimiliki, disimpan, dan 

dikelola sesuai syariat. Kepemilikan pribadi atas harta tetap diakui 

dalam Islam, tetapi ada batasan mengenai bagaimana harta tersebut 

dapat digunakan.14 

4. Menurut Imam Ahmad bin Hanbali : Harta adalah segala sesuatu 

yang memiliki nilai manfaat dan dapat dimanfaatkan tanpa 

melanggar syariat Islam. Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan 

harta harus sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.15 

 
11 Andi Iswandi, ‘Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi 

Islam’, Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, h. 1.1 (2014). 
12 Wening Purbatin Palupi, ‘Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam 

Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)’, AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan 

Muamalah, 1.2 (2013), h. 160. 
13 Ahmad Fihri, ‘Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam’, Al-Urban: 

Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam, 4.2 (2017), h. 130.  
14 Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, ‘Hukum Kewarisan Islam Sebagai 

Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)’, Jurnal UIN Syarif 

Hidayatullah, 2020, h. 12. 
15 Abdul Nasir Khoerudin, ‘Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama 

Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia’, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & 

Kebudayaan, 19 (2018),h. 5. 
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5. Menurut Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi : Harta dalam Islam 

memiliki peran sosial yang sangat penting. Ia menekankan konsep 

distribusi harta melalui zakat, infak, dan wakaf sebagai cara untuk 

mengurangi kesenjangan ekonomi.16 

Dari beberapa pengertian menurut para ulama dan ahli ekonomi 

Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara sah dalam Islam, 

baik berupa benda berwujud maupun hak atas manfaat tertentu. Harta 

dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kepemilikan pribadi, tetapi 

juga memiliki dimensi sosial yang mengharuskan distribusi yang adil 

melalui zakat, infak, dan wakaf. Selain itu, pemanfaatan harta harus 

sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan hukum syariah. 

Harta dalam Islam memiliki dasar hukum dalam Al-Qur’an. 

Beberapa ayat Al- Qur’an yang membahas konsep harta antara lain:17  

Qs. Al- Baqarah (2 : 188) : 

 االََ الْْـُکَّاما لاتَأْکُلُوْا فرَايْـقًا م ا 
اَْۤ نَكُمْ بِا لْباَ طالا وَتدُْلوُْا بِا ا امَْوَا لـَكُمْ بَـيـْ

نْ امَْوَا لا النَّا سا بِا لَْا ثْاْ وَلََ تََْكُلُوْْۤ
 وَاَ نـْتُمْ تَـعْلَمُوْنَ 

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan 

jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan 

harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu 

dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 

188).18 

 

 
16 Lia Murlisa, ‘Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan’, Jurnal Ilmiah 

Islam Futura, 14.2 (2015),  h. 281. 
17 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Baqarah [2]: 188, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 29 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Baqarah [2]: 188, Mushaf Madinah, hlm. 29 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
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QS. Al-Kahf (18 : 46):  

وَا لْبٰقايٰتُ الصٰ لاحٰتُ خَيٌْْ عانْدَ ربَ اكَ ثَـوَا بًِ وَّخَيٌْْ   ۚ   الَْمَا لُ وَ الْبـَنُـوْنَ زايْـنَةُ الْْيَٰوةا الدُّنْـيَا
 امََلً 

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 

tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik 

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 

harapan." (QS. Al-Kahf 18: Ayat 46)19 

 

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa harta adalah amanah yang 

harus dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip Islam. Dalam QS. 

Al-Baqarah (2:188), Allah melarang penggunaan harta dengan cara 

yang batil, seperti kecurangan, suap, atau mengambil hak orang lain 

secara tidak sah. Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan 

keadilan dalam bermuamalah, khususnya dalam transaksi keuangan 

dan bisnis.  

Sementara itu, QS. Al-Kahf (18:46) mengingatkan bahwa harta 

dan anak merupakan perhiasan dunia, tetapi yang lebih utama adalah 

amal kebajikan yang terus-menerus. Ayat ini menegaskan bahwa 

meskipun harta memiliki nilai dalam kehidupan dunia, tujuannya harus 

digunakan untuk kebaikan agar bernilai di sisi Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Kahf [18]: 46, Mushaf Madinah, hlm. 299 (diakses melalui Al-Qur’an Tikrar). 
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Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa harta bukan 

sekadar alat pemuas keinginan duniawi, tetapi harus dikelola dengan 

prinsip yang benar dan dimanfaatkan untuk amal yang bermanfaat bagi 

diri sendiri dan masyarakat. 
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BAB III 

PERMINTAAN, PENAWARAN, DAN KESEIMBANGAN PASAR 

 

A. Permintaan Dalam Islam 

a. Definisi Permintsan Dalam Islam 

Permintaan (demand) dalam perspektif ekonomi Islam pada 

dasarnya memuat pengertian teknis ekonomi mikro yang serupa 

dengan definisi pada ekonomi konvensional yaitu jumlah barang 

atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai 

tingkat harga selama periode tertentu (ceteris paribus) namun diberi 

bingkai normatif yang berbeda: pilihan konsumsi harus sesuai 

dengan prinsip syariah (halal dan thayyib), menghindari israf 

(pemborosan), gharar (ketidak jelasan) dan barang-barang yang 

dilarang. Dengan kata lain, konsep kuantitatif permintaan dipadukan 

dengan kualifikasi kualitas moral-spiritual atas barang/jasa yang 

diminta oleh konsumen Muslim.1 

Secara historis, ulama klasik memberikan pengertian 

permintaan yang menekankan unsur "keinginan" atau "hasrat" 

(raghbah) terhadap suatu barang; definisi semacam ini kemudian 

dijembatani ke kerangka fungsional modern (kurva permintaan) 

oleh para penulis ekonomi Islam kontemporer: prinsip dasar hukum 

permintaan (harga naik → kuantitas diminta turun, dan sebaliknya) 

tetap berlaku, namun perilaku permintaan juga dibatasi oleh norma 

syariah yang menentukan kelayakan barang yang diminta. Sebagai 

contoh, Ibn Taimiyah dan beberapa rujukan klasik memaknai 

permintaan sebagai hasrat (raghbah) terhadap sesuatu, yang 

 
1 Muhammad Zaki, Buku Ajar Ekonomi Syariah (Deli Serdang Sumatera 

Utara: Az-Zahra Media Society, 2024). h 170  
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kemudian dalam kajian modern dikaitkan dengan preferensi yang 

dipengaruhi nilai agama.2 

Determinasi permintaan dalam ekonomi Islam meliputi 

Variabel-variabel mikro ekonomi umum harga barang itu sendiri, 

harga barang substitusi dan komplementer, pendapatan konsumen, 

selera/preferences, ekspektasi masa depan tetapi juga memasukkan 

determinan non ekonomi seperti kepatuhan syariah, persepsi 

kehalalan dan kebaikan produk (halal–thayyib), dan faktor 

etika/spiritual yang dapat menggeser atau menekan permintaan 

untuk barang tertentu (mis. menurunkan permintaan untuk barang 

yang legal tapi dianggap tidak thayyib). Oleh karena itu fungsi 

permintaan islami seringkali dimodelkan sama secara bentuk 

dengan fungsi permintaan konvensional, tetapi domain barang yang 

layak beserta preferensi parameter dapat berbeda.3 

Dampak normatif dari kerangka ini terlihat di beberapa 

aspek: pertama, filtrasi produk (hanya produk halal / thayyib yang 

dapat sepenuhnya dihitung sebagai "permintaan yang sah" bagi 

konsumen Muslim yang taat); kedua, pembatasan konsumsi 

berlebih (larangan israf) yang dapat mengubah elastisitas 

permintaan jangka pendek dan jangka panjang; ketiga, 

pertimbangan etis seperti keadilan harga, transparansi penjual, dan 

pemeliharaan kesejahteraan sosial yang mempengaruhi perilaku 

pembelian dan ekspektasi pasar. Konsekuensinya, kebijakan publik 

dan pemasaran di negara/kawasan berpenduduk mayoritas Muslim 

 
2 Nur Atma Amir, ‘Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Islam Theory 

of Demand and Supply in Islam’, (Makassar Tijarah ,Jurnal ekonomi, manajemen, dan 

bisnis syariah )2.2 (2025), h 122. 
3 Muhammad Zaki,. h 178 
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perlu menggabungkan dimensi-dimensi ini ketika menganalisis 

permintaan.  

Secara metodologis, kajian modern terhadap permintaan 

dalam ekonomi Islam cenderung menggunakan pendekatan 

kualitatif (kajian literatur & tafsir teks), serta kuantitatif (analisis 

permintaan pasar halal, indeks kehalalan, dan pengaruh nilai 

spiritual terhadap preferensi). Studi empiris juga mulai mengukur 

bagaimana nilai-nilai religius menggeser parameter fungsi 

permintaan (mis perubahan intercept atau elastisitas pendapatan) 

pada segmen konsumen Muslim.4  

Hasil kajian menunjukkan: 

1. prinsip-prinsip mikro permintaan tetap relevan,  

2. nilai syariah memodifikasi domain barang yang diminta dan 

preferensi, 

3. pasar halal mencatat pertumbuhan permintaan yang signifikan 

sehingga menjadi perhatian riset kebijakan ekonomi. 

b. Hukum Permintaan 

Hukum permintaan menyatakan hubungan terbalik antara 

harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta: semakin 

tinggi harga, semakin sedikit jumlah yang diminta; sebaliknya, 

semakin rendah harga, semakin banyak jumlah yang diminta, 

dengan syarat faktor-faktor lain tetap (ceteris paribus). Penjelasan 

ini merupakan hipotesis dasar dalam analisis permintaan 

 
4 Nikmatul Masruroh and others, ‘Halal Lifestyle as A New Lifestyle in 

Modern Era : Demand Function Theory of Marshall and Ibn Taimiyah Al Furqon Dono 

Hariyanto’, 12.2 (2021), h 220. 
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konsumen dan muncul sebagai bahasan pokok pada bab hubungan 

harga-permintaan dalam buku-buku pengantar mikro ekonomi.5 

Analisis hukum permintaan biasanya memakai asumsi 

ceteris paribus - yakni: pendapatan konsumen, selera, harga 

barang lain (substitusi/komplementer), ekspektasi, dan jumlah 

pembeli diasumsikan tetap. Dalam praktik empiris, perubahan 

pada determinan bukan-harga itulah yang menyebabkan 

pergeseran kurva permintaan, sedangkan perubahan harga barang 

itu sendiri menyebabkan pergerakan sepanjang kurva. Konsep 

perbedaan antara pergerakan (movement) dan pergeseran (shift) 

sering ditekankan dalam modul dan artikel pengantar ekonomi 

mikro 6 

Ada dua mekanisme utama mengapa permintaan turun saat 

harga naik: 

1. Efek substitusi: konsumen beralih ke barang pengganti yang 

relatif lebih murah; 

2. Efek pendapatan riil: kenaikan harga mengurangi daya beli riil 

sehingga konsumen mengurangi pembelian. Penjelasan 

mekanisme ini rutin muncul di buku teks sebagai alasan 

teoritis hukum permintaan.  

Secara grafis, permintaan ditampilkan sebagai kurva 

menurun (slope negatif) pada diagram harga (sumbu vertikal) vs 

kuantitas (sumbu horizontal). Secara matematis fungsi permintaan 

umum ditulis 

 

 
5 M.E. Raja Hardiansyah, S.E. And M.M. Anggia Sekar Putri, S.E., 

Pengantar Ekonomi Mikro (Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok: 

Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021). h 26 
6 Raja Hardiansyah,  And Anggia Sekar Putri. h 26 
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 Q = D(P, Y, P_s, P_c, T, …) Atau 

 dengan bentuk sederhana  

Q = a − bP (a, b > 0)  

untuk analisis deterministik. Koefisien b melambangkan 

kemiringan (slope) dan berhubungan erat dengan konsep elastisitas 

harga permintaan. (Contoh penerapan numerik dan fungsi 

permintaan terdapat pada modul pengantar dan studi empiris 

ringkas) 

Elastisitas harga permintaan (ε) mengukur persentase 

perubahan kuantitas yang diminta akibat 1% perubahan harga. Jika 

|ε|>1, permintaan elastis; |ε|<1, inelastis. Nilai elastisitas bergantung 

pada ketersediaan substitusi, proporsi pengeluaran pada barang 

tersebut, horizon waktu, dan kategori barang (pokok vs barang 

mewah). Artikel empiris yang memeriksa elastisitas komoditas 

(mis. bahan pangan) melaporkan variasi elastisitas antar-komoditas 

dan menegaskan bahwa hukum permintaan berlaku secara umum 

walau besaran respons berbeda antar barang.7 

Hukum permintaan adalah aturan umum, bukan mutlak. 

Pengecualian yang sering dibahas dalam literatur: 

a) Barang Giffen: peningkatan harga menyebabkan peningkatan 

konsumsi karena efek pendapatan riil yang kuat pada barang 

inferior (kasus empiris langka). 

b) Barang Veblen (status goods): harga lebih tinggi meningkatkan 

daya tarik (harga sebagai sinyal status), sehingga permintaan 

mungkin naik ketika harga naik. 

 
 7 Deni Adriani, Anisa Fitria Sinaga, and Fransiska Adelia Br Sinulingga 

,Diana Puspitasari, ‘Analisis Harga, Pendapatan, Dan Permintaan Bahan Pokok Di 

Medan: Suatu Kajian Literatur’, 10.1 (2022), h 80. 
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c) Barang kebutuhan sangat esensial: permintaan mungkin tidak 

turun signifikan saat harga naik dalam jangka pendek. Studi-

studi teori dan empiris membahas kondisi-kondisi ini dan 

parameter yang memengaruhi apakah pengecualian dapat 

muncul. 

Hukum permintaan : prinsip fundamental mikroekonomi 

yang menyatakan hubungan negatif harga-permintaan di bawah 

asumsi ceteris paribus. Untuk analisis terapan diperlukan 

perhatian pada determinan non-harga, perbedaan antara 

pergerakan dan pergeseran kurva, pengukuran elastisitas, dan 

pengecualian teoritis yang jarang tetapi penting. 

c. Fator Yang Mempengaruhi Permintaan Dalam Islam 

Dalam pandangan ekonomi Islam, permintaan (demand) 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti harga, 

pendapatan, dan preferensi, tetapi juga oleh nilai moral, etika, dan 

hukum syariah. Permintaan seorang Muslim tidak boleh 

bertentangan dengan prinsip halal, thayyib, dan keadilan (‘adl). 

Oleh karena itu, teori permintaan Islam berakar pada konsep 

maslahah (kemaslahatan) dan tawazun (keseimbangan). 

ن كَمَآ أَحْسَنَ   يبَكَ مانَ ٱلدُّنْـيَا ۖ وَأَحْسا رةََ وَلََ تنَسَ نَصا  ـاَخا ُ ٱلدَّارَ ٱلْ وَابْـتَغا فايمَا آتََكَ ٱللََّّ
داينَ  ُ إاليَْكَ ۖ وَلََ تَـبْغا ٱلْفَسَادَ فِا ٱلَْْرْضا ۖ إانَّ ٱللَََّّ لََ يُاُبُّ ٱلْمُفْسا  ٱللََّّ

  Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bagianmu dari dunia; dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu.”(QS. Al-Qashash [28]: 77)8 

 

 
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Qashash [28]: 77, Mushaf Madinah, hlm. 394 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
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Faktor Ekonomi dalam Perspektif Islam 

1. Harga (As-Si‘r) 

Dalam Islam, harga berperan penting sebagai sinyal pasar, 

tetapi tidak boleh dimanipulasi. Naik-turunnya harga secara alami 

akibat hukum permintaan dan penawaran adalah hal yang 

diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan Rasulullah صلى الله عليه وسلم: 

طُ، الرَّازاقُ، وَإانّ ا لََْرْجُو أَنْ ألَْقَى اللَََّّ وَليَْسَ أَحَدٌ  إانَّ اللَََّّ هُوَ الْمُسَع ارُ، الْقَاباضُ، الْبَاسا
ظَْلامَةٍ فِا دَمٍ وَلََ مَالٍ  نْكُمْ يطُاَلابُنِا بِا  ما

Artinya “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang 

menahan dan melapangkan rezeki, dan aku berharap 

bertemu Allah tanpa seorang pun menuntutku karena 

kezalimanku dalam urusan harta dan darah.”(HR. Abu 

Dawud, no. 3451).9 

 

Dalam konteks ini, faktor harga memengaruhi permintaan 

sepanjang tidak bertentangan dengan keadilan pasar.10 

2. Pendapatan (Al-Dakhil) 

Pendapatan menentukan daya beli, tetapi Islam 

menekankan zuhud dan pengendalian diri. Permintaan seorang 

Muslim seharusnya diarahkan pada barang yang halal dan 

bermanfaat. 

 

 

 

 

 
9 Didin Baharuddin and Mohammad Rindu Fajar Islamy, “Relevansi Hadis 

Tas’ir (Penetapan Harga) Terhadap Sistem Perekonomian di Indonesia,” Riwayah: 

Jurnal Studi Hadis 7, no. 2 (2021): 384, 
10 Muhammad Ilham Zuhri and Dede Ruslan, ‘Peran Permintaan Pasar Pada 

Perusahaan DalamStrukturPasarPersaingan Sempurna’, EKOMA : Jurnal Ekonomi, 

Manajemen, Akuntansi, 4.2 (2025), h 3591. 
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3. Preferensi (Dzauq / Selera Islami) 

Preferensi konsumen Muslim dipengaruhi oleh nilai 

keimanan, bukan semata-mata keinginan material. Konsumsi dalam 

Islam diarahkan pada kebutuhan (hajah) dan bukan syahwat 

(nafsu).11 

4. Label Halal dan Etika Produksi 

Label halal memberi jaminan bagi konsumen Muslim 

untuk menghindari produk haram. Ini memengaruhi pola 

permintaan karena berhubungan dengan keyakinan religius. 

5. Kualitas dan Nilai Guna 

Dalam ekonomi Islam, kualitas barang (al-jawda) menjadi 

faktor penting yang menyeimbangkan antara harga wajar dan 

kemaslahatan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya nilai guna 

(utility) yang sesuai syariah. 

d. Kurva Permintaan Barang Halal 

Dalam ekonomi Islam, kurva permintaan barang halal 

merepresentasikan hubungan antara harga barang halal dan jumlah 

permintaan oleh konsumen Muslim, dengan mempertimbangkan 

nilai-nilai syariah. Secara matematis, kemiringan kurva 

permintaan tetap negatif sebagaimana teori ekonomi konvensional 

semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang yang diminta 

namun terdapat perbedaan mendasar dalam motif dan batas 

konsumsi. Konsumsi dalam Islam tidak semata didorong oleh 

 
11 Dewi Apriyani and others, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Permintaan Produk Syariah : Pendekatan Ekonomi Islam’, JPIM: Jurnal Penelitian 

Ilmiah Multidisipliner, 01.04 (2025), h 430. 
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utilitas (kepuasan) material, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap 

perintah Allah dan kemaslahatan sosial.12 

Barang halal menjadi constraint utama bagi perilaku 

permintaan. Jika suatu barang murah tetapi tidak halal, maka 

barang itu dikeluarkan dari himpunan konsumsi rasional Muslim.13  

Maka, fungsi permintaan dalam Islam adalah: 

𝑸𝒅 = 𝒇(𝑷𝒉, 𝑰, 𝑻, 𝑯) 
dengan : 

𝑷𝒉= harga barang halal,  

𝑰= pendapatan,  

𝑻= preferensi religius,  

𝑯= tingkat kesadaran halal. 

 

Perbedaan dengan Kurva Permintaan Konvensional 

Aspek Ekonomi Konvensional Ekonomi Islam 

Tujuan 
Konsumsi 

Memaksimalkan utilitas 
pribadi 

Mencapai falah 
(kebahagiaan dunia-

akhirat) 

Variabel 
Penentu 

Harga, pendapatan, selera Harga, pendapatan, 
halal-haram, niat 

ibadah 

Batas 

Permintaan 

Tanpa batas moral Dibatasi oleh halal-

haram 

Pergeseran 

Kurva 

Karena pendapatan & selera Karena kesadaran 

syariah & nilai taqwa 

 

Menurut R. Rosmala dalam At-Taajir Journal of Islamic 

Economics, fungsi utilitas barang halal harus disusun dengan 

mengeliminasi komoditas haram dari himpunan konsumsi agar fungsi 

permintaan tetap sesuai maqashid syariah.14 

 
12 R Elvira, ‘Teori Permintaan: Komparasi Dalam Perspektif Ekonomi 

Konvensional Dan Islam’, Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 13(2) (2021). h 58 
13 M.D Muflihin, ‘Permintaan, Penawaran, Dan Keseimbangan Harga Dalam 

Perspektif Ekonomi Mikro Islam.’, JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 9(1) (2021). h 12 
14 Rinda Rosmala, ‘Fungsi Utilitas Barang Halal Rinda Rosmala IAIN 

Metro’, AT-TAAJIR, 1.1 (2019), h 25. 
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B. Penawaran Dalam Islam 

a. Definisi Penawaran Dalam Islam 

Dalam ilmu ekonomi Islam, penawaran (supply) 

didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang disediakan 

produsen untuk dijual pada berbagai tingkat harga dalam suatu 

periode tertentu, dengan tetap memperhatikan prinsip halal, 

keadilan, dan keberkahan.15 Konsep ini tidak hanya menekankan 

keseimbangan antara harga dan kuantitas, tetapi juga dimensi 

moral dan spiritual produsen dalam proses produksi dan 

distribusi..16 

Menurut Mulhadi dan Albahi penawaran dalam Islam 

mencakup unsur niat ibadah dan tanggung jawab sosial. Produsen 

tidak semata-mata mengejar keuntungan (profit oriented), tetapi 

bertujuan mencari ridha Allah SWT dengan tetap menjamin 

keadilan harga, kualitas produk, dan keseimbangan pasar.17 Dalam 

ekonomi konvensional, hukum penawaran menyatakan bahwa 

semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang 

ditawarkan. Namun, dalam Islam, prinsip ini dibatasi oleh etika 

syariah, yakni tidak boleh ada eksploitasi harga, penimbunan 

(ihtikar), atau penipuan (tadlis).18 

 
15 ch. Faqih Supandi And Others, ‘Permintaan Dan Penawaran Pada Pasar 

Tradisional Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Tanjung Kabupaten 

Jember)’, Lan Tabur : Jurnal Ekonomi Syari’ah, 6.1 (2024), h 150. 
16 U Siroj, R. A., Hasan, A., & Salamah, ‘Keseimbangan Ekonomi Islam 

Dengan Pendekatan Penawaran Agregat Dan Permintaan Agregat’, CoValue Journal 
of Islamic Economics, 5.2 (2023).h 100 

17 M Mulhadi, I., & Albahi, ‘Teori Penawaran Dalam Ekonomi Islam’, 

Economic Reviews Journal, 2.3 (2024).120 
18 Melina Yasinta, Nabila Anjani, and Mei Linda Mughniyanti, ‘Analisis 

Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, 

Dan Aplikasinya’, Tafakur Times Jurnal Study Islam, 1.2 (2025), h 125. 
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Al-Qur’an memberikan dasar normatif bagi pelaku pasar 

dalam mengatur penawaran secara adil dan jujur. Allah berfirman: 

لُغَ أَشُدَّهُ   وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمايزَ  لَّتِا هايَ أَحْسَنُ حَتََّّٰ يَـبـْ لْقاسْطا ۖ لََ  وَلََ تَـقْربَوُا مَالَ الْيتَايما إالََّ بِا انَ بِا
لاكُمْ وَصَّاكُم  نكَُل افُ نَـفْسًا إالََّ وُسْعَهَا ۖ وَإاذَا قُـلْتُمْ فاَعْدالوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قُـرْبََٰ ۖ وَباعَهْدا اللََّّا أوَْفوُا   ذَٰ 

 باها لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ 
Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (untuk kemaslahatannya), 

hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan 

timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. 

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu 

berlaku adil, sekalipun terhadap kerabat (sendiri). Dan 

penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan 

kepadamu agar kamu selalu ingat.(QS. Al-An‘am [6]: 

152)19 

 

Ayat ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan 

keseimbangan dalam produksi dan distribusi, yang merupakan inti 

dari konsep penawaran dalam Islam. 

Selain itu, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: 

عْرَ فَـهُوَ خَاطائٌ   مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلامايَن لايُـغْلايَ بِاامْ الس ا
Artinya “Barang siapa menimbun barang untuk menaikkan harga 

bagi kaum Muslimin, maka ia telah berbuat dosa.”(HR. 

Muslim, No. 1605).20 

 

Hadis ini menegaskan larangan praktik penawaran yang 

manipulatif, seperti menahan pasokan untuk mengerek harga pasar, 

yang bertenta ngan dengan semangat keadilan ekonomi Islam. 

 

 
19 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-An‘ām [6]: 152, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 150 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
20 Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, terj. Darussalam Publishers (Riyadh: 

Darussalam, 2022), Kitab al-Musāqah, Hadis no. 1605, hlm. 134. 
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b. Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Dalam Islam 

1. Harga Barang dan Biaya Produksi 

Harga mempengaruhi seberapa besar barang akan 

ditawarkan, namun dalam Islam, penyesuaian harga harus 

menghindari spekulasi (iḥtikār) dan monopoli (iḥtikar). 

Rasulullah SAW bersabda: 

 مَنا احْتَكَرَ فَـهُوَ خَاطائٌ 
Artinya "Barang siapa menimbun (barang dagangan), maka 

ia adalah orang yang bersalah (berdosa)." (HR. 

Muslim, no. 1605) 

 

Penelitian oleh Nurjanah, dkk.) menunjukkan bahwa 

harga dan biaya produksi dalam sistem syariah harus 

mempertimbangkan moral cost dan spiritual accountability, 

bukan sekadar efisiensi pasar.21  

2. Ketersediaan Faktor Produksi 

Menurut Mardi, tenaga kerja, modal halal, dan sumber 

daya alam yang diolah secara etis memengaruhi penawaran. 

Islam menekankan amanah dan efisiensi produktif sebagai 

bagian dari ibadah 

3. Teknologi dan Inovasi Halal 

Teknologi diperbolehkan sejauh tidak menyalahi prinsip 

halal. Selomita & Siregar, F. menekankan bahwa penerapan 

teknologi pada produksi pertanian syariah meningkatkan 

efisiensi penawaran tanpa mengorbankan nilai etis .22 

 
21 Aisyah Mega and others, ‘Peran Tenaga Kerja Dalam Pertumbuhan 

Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah’, Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan 

Bisnis Islam, 4.2 (2025).h 5 
22 Febriana Tampubolon and others, ‘Analisis Permintaan Dan Penawaran 

Sebagai Faktor Penentu Harga Cabai Di Pasar Mmtc Medan’, Resky( Jurnal Riset 

Ekonomi Dan Keuangan Syariah), 02.02 (2025), h 6. 
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4. Kebijakan Pemerintah (Hisbah) 

Dalam sistem ekonomi Islam, hisbah berfungsi 

memastikan keadilan dan kelancaran pasar. Pemerintah berhak 

melakukan intervensi jika harga melonjak atau pasar tidak adil. 

Rizky & Saputra menegaskan bahwa intervensi syariah pada 

pasar uang dan barang menstabilkan penawaran agregat dalam 

ekonomi Islam. 

5. Faktor Non-Ekonomi (Spiritual dan Etika) 

Motivasi spiritual berperan besar. Produsen Muslim 

harus berniat ibadah dalam berproduksi. Basrul & Safrina 

menjelaskan bahwa orientasi spiritual menghindarkan 

penawaran dari eksploitasi pasar dan memastikan keberkahan 

usaha.23 

6. Kondisi Permintaan dan Kompetisi Pasar 

Menurut Zuhri & Ruslan, penawaran dalam pasar Islami 

menyesuaikan permintaan dengan prinsip keadilan tanpa 

spekulasi. Persaingan yang sehat (musabaqah fi al-khairat) 

dianjurkan dalam Islam.24 

7.  Stabilitas Makroekonomi Syariah 

Inflasi, kurs, dan suku bunga konvensional (riba) 

berpengaruh terhadap penawaran. Namun, sistem Islam 

mengedepankan stabilitas melalui zakat, wakaf produktif, dan 

larangan riba. Rifqi menyebut bahwa faktor makroekonomi 

 
23 Basrul and Lia Safrina, ‘Student Interest In E-Commerce :A Market Place-

Driven Engagement Approach’, Jurnal Digit, 15.1 (2025), h 25. 
24 Muhammad Zaki. h 20 
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syariah menjadi determinan penting bagi penawaran dalam 

sektor keuangan halal. 

Faktor-faktor penentu penawaran dalam Islam tidak hanya 

bersifat ekonomis, seperti harga dan teknologi, tetapi juga moral dan 

spiritual, seperti keadilan, amanah, dan orientasi ibadah. Sistem 

penawaran Islami bertujuan menciptakan pasar yang berkeadilan, 

stabil, dan berkah. 

c. Hukum Penawaran Dalam Islam 

Dalam ilmu ekonomi, hukum penawaran menyatakan bahwa 

“apabila harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan 

meningkat, dan sebaliknya”. Namun dalam perspektif Islam, prinsip 

ini tidak hanya diukur berdasarkan mekanisme pasar semata, 

melainkan juga harus tunduk pada nilai-nilai keadilan (‘adl), 

kejujuran (ṣidq), dan larangan penimbunan (iḥtikār). Islam 

mengatur bahwa setiap aktivitas penawaran barang dan jasa harus 

berorientasi pada kemaslahatan bersama (maslahah ‘ammah) serta 

menjauhi praktik yang merugikan masyarakat.25 

Dalam ekonomi Islam, penawaran (supply) dipahami 

sebagai ketersediaan barang atau jasa yang siap diperjualbelikan 

oleh produsen sesuai dengan nilai manfaat dan prinsip keadilan 

syariah. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara 

harga dan jumlah barang yang ditawarkan: ketika harga naik, 

produsen terdorong untuk meningkatkan penawaran, dan 

sebaliknya. Namun, berbeda dari ekonomi konvensional yang 

berorientasi pada profit maximization, ekonomi Islam menekankan 

maslahah (kemaslahatan umum) dan larangan eksploitasi pasar. 

 
25 Andi Asari And Others, Ekonomi Islam (Kota Solok, Sumatera Barat: Pt 

Mafy Media Literasi Indonesia, 2023). h 54 
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Menurut M. Yasinta & N. Anjani dalam Jurnal Study Islam 

menyatakan bahwa “penawaran dalam Islam tidak hanya sekadar 

reaksi terhadap harga, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial 

produsen dalam menjaga keadilan distribusi dan tidak menimbun 

barang”.26 

Larangan Ihtikar (penimbunan barang) berdasarkan hadis 

Nabi صلى الله عليه وسلم: 

 لََ يَُْتَكارُ إالََّ خَاطائٌ 
Artinya “Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali ia 

berdosa.(HR. Muslim, no. 1605)27 

 

Keadilan harga (al-‘adl fi al-tsaman) sebagaimana firman 

Allah SWT: 

لُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمايزَ  لَّتِا هايَ أَحْسَنُ حَتََّّٰ يَـبـْ لْقاسْطا ۖ لََ  وَلََ تَـقْربَوُا مَالَ الْيتَايما إالََّ بِا انَ بِا
لاكُمْ وَصَّاكُم باها نكَُل افُ نَـفْسًا إالََّ وُسْعَهَا ۖ وَإاذَا قُـلْتُمْ فاَعْدالوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قُـرْبََٰ ۖ وَباعَهْدا اللََّّا   أوَْفوُا   ذَٰ

 لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ 
Artinya “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia 

dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 

dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan 

apabila kamu berkata, maka berlaku adillah, sekalipun 

terhadap kerabat (sendiri). Dan penuhilah janji Allah. 

Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu 

ingat.”(QS. Al-An‘ām: 152)28 

 

 
26 Yasinta, Anjani, and Mughniyanti. h 120 
27 Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1605 (Jakarta: Darus Sunnah 

Press, 2022), jil. 4, hlm. 48. 
28 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-An‘ām [6]: 152, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 150 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
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Menurut N. Susanti dalam Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-

Ilmu Sosial, keseimbangan pasar dalam Islam (al-tawazun al-suuqi) 

dicapai melalui mekanisme alamiah antara permintaan dan 

penawaran tanpa intervensi spekulatif. Negara hanya bertindak jika 

terdapat ketimpangan yang menimbulkan mafsadah (kerusakan 

sosial).29 

Tujuan penawaran dalam Islam tidak berhenti pada 

peningkatan output, melainkan menjaga kesejahteraan sosial dan 

menghindari eksploitasi. Putri, Latifah & Ni’mah menegaskan 

bahwa keadilan dalam hukum penawaran adalah “upaya mengikat 

nilai spiritual pada keputusan ekonomi agar tercipta keseimbangan 

antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial”.30 

Ghofur & Yulian menjelaskan dalam Jurnal Riset 

Manajemen dan Ekonomi bahwa hukum penawaran Islam mengakui 

peran negara dalam menjaga keadilan harga, misalnya melalui 

kebijakan tas‘ir (penetapan harga adil) jika terjadi distorsi pasar 

akibat monopoli atau penimbunan.31 

d. Macam-Macam Pen awaran Dalam Islam 

1.  Penawaran dalam Akad Jual Beli (Bai’) 

Penawaran jual beli merupakan bentuk paling umum dari 

ijab. Dalam praktiknya, penawaran ini dapat berbentuk: 

a) Penawaran langsung (ijab qawli): seperti ucapan “Saya jual 

barang ini dengan harga sekian.” 

 
29 Novi Susanti, ‘Keseimbangan Pasar Barang Dalam Perpektif Ekonomi’, 

Soc   ius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia, 2.February (2025),h 6. 
30 Falentia Wiliana Putri and others, ‘Prinsip Keadilan Dalam Teori 

Permintaan Dan Penawaran Ekonomi Islam’, Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam, 6.1 

(2025), h 40. 
31 Muh Abdul Ghofur, Yuliani, and Binti Mutafarida, ‘Konsepsi Dasar 

Ekonomi Mikro Berbasis Paradigmatik Hukum Ekonomi Syariah’, Kampus Akademik 

Publising Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi, 1.3 (2024), h 380. 
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b) Penawaran implisit (ijab fi’li): seperti memajang barang 

dengan label harga di toko atau pasar online, yang dianggap 

sebagai tawaran terbuka kepada publik. 

2. Penawaran dalam Akad Sewa (Ijarah) 

Dalam akad ijarah, penawaran dilakukan dengan 

menawarkan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan 

tertentu. Ijab dalam ijarah harus jelas mengenai waktu 

penggunaan, manfaat yang ditawarkan, dan imbalan (ujrah) 

yang disepakati. 

3. Penawaran dalam Akad Kerjasama (Syirkah/Mudharabah) 

Penawaran di sini berupa kesediaan salah satu pihak 

untuk mengelola modal (mudharib) atau memberikan modal 

(shahibul maal). Penawaran semacam ini harus diikuti oleh 

kejelasan porsi keuntungan dan tanggung jawab masing-masing 

pihak. 

4.  Penawaran dalam Akad Salam dan Istishna’ 

Kedua akad ini termasuk kategori penawaran terhadap 

barang yang belum ada (future goods). Dalam akad salam, 

penawaran dilakukan oleh pembeli untuk membeli barang 

dengan pembayaran di muka, sementara dalam istishna’, 

penawaran berasal dari pemesan kepada produsen untuk 

membuat barang tertentu sesuai spesifikasi. 

5. Penawaran dalam Akad Jasa dan Modernisasi Transaksi (e-

Ijab) 

Dalam era digital, penawaran dapat terjadi melalui media 

elektronik. Menurut Jajuli & Misno, ijab elektronik (e-ijab) 

tetap sah selama memenuhi syarat akad, yaitu kejelasan objek, 
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pihak, dan kerelaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-

MUI No. 82 Tahun 2021 tentang Transaksi Digital Syariah. 

C. Keseimbangan Pasar (Equilibrium) 

a. Definisi Keseimbangan Pasar (Equilibrium ) Dalam Islam 

Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar 

(market equilibrium) adalah kondisi di mana jumlah barang atau 

jasa yang ditawarkan (supply) sama dengan jumlah yang diminta 

(demand) pada suatu tingkat harga tertentu. Secara matematis, 

dicapai ketika: 

𝑸𝒅 = 𝑸𝒔 

di mana Qd = jumlah permintaan dan Qs = jumlah penawaran. 

Pada titik ini, tidak ada tekanan untuk mengubah harga 

karena pasar “stabil”. 

Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan 

pasar tidak hanya dipahami dari aspek mekanisme harga, tetapi 

juga mempertimbangkan moralitas, keadilan, dan tanggung jawab 

sosial. Tujuannya bukan sekadar efisiensi ekonomi, tetapi juga 

mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat. 

Menurut Rizal, M.I., Elisa, N., & Hayati, S. dalam 

“Keseimbangan Pasar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 

keseimbangan dalam Islam mencakup dua dimensi: material dan 

spiritual. Pasar Islami beroperasi dalam batas syariah, di mana 

larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) 

menjadi prinsip dasar keseimbangan harga dan distribusi 

kekayaan.32 

 
32 M. Ibnu Rizal, Nova Elisa, and Suci Hayati, ‘Ekopedia : Jurnal Ilmiah 

Ekonomi’, Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1.2 (2025), h 353. 
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“Dalam sistem ekonomi Islam, keseimbangan pasar tidak 

ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran semata, melainkan 

juga oleh nilai-nilai keadilan dan larangan terhadap eksploitasi ekonomi.”  

Selanjutnya, Meytriana, A., Hasyima, M., & Hayati, S. menegaskan 

bahwa pendekatan kurva IS dalam pasar barang tidak relevan bagi ekonomi 

Islam karena berbasis bunga (riba). Sebagai gantinya, Islam menekankan 

mekanisme bagi hasil (profit-loss sharing) yang menjamin keadilan antara 

produsen dan konsumen.33 

“Keseimbangan pasar barang dalam Islam dicapai melalui 

mekanisme bagi hasil, bukan suku bunga. Hal ini menjaga distribusi 

pendapatan agar tetap adil.” 

Dalam Islam, pasar merupakan bagian dari sistem sosial yang harus 

tunduk pada prinsip: 

1. Al-‘Adl (Keadilan): Tidak boleh ada eksploitasi atau monopoli. 

2. Al-Ihsan (Kebaikan): Pedagang dianjurkan untuk memberi kemudahan 

dan transparansi. 

3. Al-Amanah (Kejujuran): Harga dan kualitas harus disampaikan dengan 

jujur. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Asy-Syu’ara 

(26):183: 

داينَ﴾   ﴿وَلََ تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلََ تَـعْثَـوْا فِا الَْْرْضا مُفْسا
Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.”( QS. Asy-Syu’ara (26):183)34 

 

 
33 Azzahra Meytriana and others, ‘Keseimbangan Pasar Barang Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional : Analisis Kurva IS’, PENG Jurnal 

Ekonomi Dan Manajemen, 2.2 (2025), h 71.  
34 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Asy-Syu‘arā’ [26]: 183, Juz 19, Mushaf Madinah, hlm. 374 (diakses melalui Al-

Qur’an Tikrar). 
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Hadis Rasulullah صلى الله عليه وسلم: 

د ايقايَن وَالشُّهَدَاءا﴾  رُ الصَّدُوقُ الَْمايُن مَعَ النَّباي ايَن وَالص ا  ﴿التَّاجا
Artinya “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para 

nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.” (HR. 

Tirmidzi, No. 1209)35 

 

Dalam konteks makroekonomi, keseimbangan pasar dalam 

Islam tidak hanya mengatur harga dan jumlah barang, tetapi juga 

memastikan distribusi kekayaan yang adil. Zuhri & Ruslan dalam 

Peran Permintaan Pasar pada Perusahaan dalam Struktur Pasar 

Persaingan Sempurna menjelaskan bahwa keseimbangan pasar 

Islami menuntut efisiensi disertai etika. 36 

Sistem pasar Islami menuntut tidak hanya efisiensi, tetapi 

juga kejujuran dan kepedulian sosial sebagai kunci keseimbangan 

yang berkelanjutan.  

b. Perubahan Dalam Equilibrium 

Kesetimbangan kimia merupakan keadaan dinamis di 

mana laju reaksi maju dan laju reaksi balik suatu sistem kimia sama 

besar, sehingga konsentrasi zat-zat pereaksi dan hasil reaksi 

tampak konstan dalam waktu tertentu. Namun, keadaan ini dapat 

berubah jika sistem dikenai pengaruh luar seperti perubahan 

konsentrasi, suhu, atau tekanan fenomena ini dikenal dengan 

Prinsip Le Chatelier.  

 
35 Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi: Kitab Sunan, terj. Darus Sunnah 

(Jakarta: Darus Sunnah, 2021), Kitab al-Buyu‘, Hadis no. 1209, hlm. 515. 
36 Muhammad Ilham Zuhri and Dede Ruslan, ‘Peran Permintaan Pasar Pada 

Perusahaan DalamStrukturPasarPersaingan Sempurna’, EKOMA : Jurnal Ekonomi, 

Manajemen, Akuntansi, 4.2 (2025), h 3591. 
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BAB IV 

 PRODUKSI DALAM ISLAM 

 

A.  Definisi Produksi Dalam Islam 

Produksi adalah kegiatan atau proses yang dilakukan manusia 

untuk menciptakan, mengubah, atau menambah nilai guna suatu barang 

dan jasa sehingga memiliki manfaat lebih bagi pemenuhan kebutuhan 

manusia. Dalam ekonomi modern, produksi tidak hanya sekadar 

menghasilkan barang, tetapi juga menciptakan nilai (value creation) 

yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pada dasarnya, 

produksi memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, 

modal, sumber daya alam, dan keahlian untuk menghasilkan output 

yang bermanfaat secara ekonomi maupun sosial. 

Produksi dalam Islam adalah segala aktivitas yang bertujuan 

menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat dengan cara-cara yang 

sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan produksi bukan hanya mencari 

keuntungan, tetapi juga mewujudkan maslahah (kemanfaatan) bagi 

masyarakat serta menjaga keberkahan melalui proses yang halal dan 

etis.1 Dalam perspektif Islam, produksi harus mempertimbangkan nilai 

keadilan, kejujuran, tidak merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan 

sesuatu yang dilarang syariat seperti barang haram ataupun aktivitas 

yang menimbulkan kemudaratan. 

Produksi dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk 

pemanfaatan amanah Allah berupa sumber daya alam untuk 

kesejahteraan umat manusia. Karena itu, kegiatan produksi harus 

 
1 Abu Riza Zulkarnaen and Aidil Heryana, ‘Teori Produksi Dalam Perspektif 

Islam : Kajian Perbandingan Konseptual Dan Implementatif Dengan Sistem Ekonomi 

Konvensional’, h 21. 
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dilakukan dengan tanggung jawab, menyeimbangkan antara 

keuntungan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Hal ini menjadikan 

konsep produksi Islam memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi 

moral dan ibadah.2 

Berikut ini adalah beberapa definisi produksi dalam Islam 

menurut para ahli : 

1. Menurut Muhammad Abdul Mannan : Produksi dalam Islam adalah 

proses menciptakan barang dan jasa yang tidak bertentangan dengan 

syariah, serta mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi untuk 

mencapai kesejahteraan manusia berdasarkan nilai-nilai moral 

Islam. 

2. Menurut Monzer Kahfi : Produksi dalam Islam harus bertujuan 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga 

keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan, karena sumber daya 

adalah amanah dari Allah SWT yang tidak boleh disalahgunakan.3 

3. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi : produksi adalah bagian 

dari tujuan ekonomi Islam, yaitu memenuhi kebutuhan manusia 

secara halal dan etis dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan 

dan pemerataan manfaat.4 

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya produksi dalam Islam 

merupakan aktivitas menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat 

dengan cara yang halal, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah, di mana 

tujuan utamanya tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga 

mewujudkan maslahah, menjaga keberkahan, serta memastikan 

 
2 Abdul Manan, ‘Analisis Konsep Teori Produksi Dalam Perspektif Ibnu 

Khaldun Dan’, 9.03 (2023), h 40. 
3 Muhammad Abdul and Monzer Kahf, ‘Analisis Teori Produksi Dalam 

Islam : Studi Komparasi Pemikiran’, 10.03 (2024), h, 73. 
4 Mia Ajeng and others, ‘Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam : Tinjauan 

Maqashid Syariah Dan Keberlanjutan’, 3.3 (2025), h, 90. 
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tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai amanah 

dari Allah SWT. 

B. Fungsi Produksi Dalam Islam 

Fungsi produksi dalam Islam pada dasarnya mengarah pada 

upaya menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas bagi umat manusia. 

Produksi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga 

sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan keberkahan melalui 

pemanfaatan sumber daya yang halal dan tidak merusak. Karena itu, 

fungsi produksi dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, peningkatan nilai guna barang dan jasa, serta menjaga 

kelestarian alam sebagai amanah Allah SWT. Seluruh prosesnya harus 

mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan integritas sehingga hasil 

produksi memberikan manfaat yang berkelanjutan. 

Selain menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat, produksi 

juga berfungsi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan individu 

maupun kolektif. Dalam perspektif Islam, produksi berperan penting 

dalam menciptakan pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja, 

serta mendukung stabilitas ekonomi umat. Setiap pelaku produksi wajib 

memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan mudarat 

dan tetap berada dalam koridor syariah.5 Dengan demikian, produksi 

menjadi instrumen strategis untuk mencapai pembangunan ekonomi 

yang berorientasi pada nilai moral dan sosial. 

 

 

 

 

 
5 Zulkarnaen and Heryana. h 22 
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Adapun fungsi produksi dalam Islam dapat dirangkum sebagai 

berikut: 

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang dan 

jasa yang halal dan bermanfaat. 

2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui penciptaan nilai 

tambah dan pemerataan manfaat. 

3. Mendukung keberlanjutan (sustainability) dengan menjaga 

kelestarian sumber daya dan lingkungan. 

4. Membangun keadilan ekonomi melalui produksi yang tidak 

menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan. 

5. Menjadi sarana ibadah ketika dilakukan dengan niat yang benar dan 

mengikuti aturan syariah.6 

Fungsi produksi mencerminkan hubungan antara faktor-faktor 

produksi dan tingkat produksi yang dihasilkannya. Tujuan dari kegiatan 

produksi adalah untuk mencapai output maksimum dengan 

menggunakan sejumlah input tertentu. Menurut Nicholson fungsi 

produksi dapat dijelaskan sebagai fungsi matematika yang 

menggambarkan hubungan antara input yang digunakan untuk 

menghasilkan tingkat output tertentu. Fungsi produksi dapat dinyatakan 

dalam persamaan berikut ini  

Q = f (K, L, M) 

 

 

 

 

 

 
6 Nur Ifna and Anwar Enre, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah 

Produksi Dalam Ekonomi Islam Merupakan Bentuk Aktivitas Yang’, 01.02 (2022). h 

68 
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Berdasarkan penjelasan di atas, Q merupakan hasil keluaran 

dari barang-barang tertentu selama satu periode. K merupakan modal 

yang digunakan dalam periode tersebut, L merupakan tenaga kerja 

yang digunakan dalam satuan jam, dan M merupakan bahan mentah 

yang digunakan.  

Dari pernyataan di atas dapat diterangkan bahwa hasil produksi 

bergantung pada cara modal, tenaga kerja, dan bahan mentah 

digunakan secara bersama-sama. Semakin efektif penggunaan input 

tersebut, semakin besar kemungkinan untuk menghasilkan output 

secara optimal.7 

C. Tujuan Produksi Dalam Islam 

Tujuan produksi dalam Islam adalah menciptakan barang dan 

jasa yang memberikan manfaat (maslahah) bagi kehidupan manusia 

melalui cara-cara yang halal, etis, dan tidak merugikan pihak mana pun. 

Aktivitas produksi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan 

ekonomi, tetapi harus diarahkan pada upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan menjaga nilai-nilai moral yang 

ditetapkan syariah.8 Prinsip dasar ini berlandaskan firman Allah dalam 

QS. Al-Baqarah 29 yang menegaskan bahwa seluruh sumber daya di 

bumi diciptakan sebagai karunia yang harus dimanfaatkan secara 

benar: 

ا يعًًۭ   هُوَ ٱلَّذاى خَلَقَ لَكُم مَّا فِا ٱلَْْرْضا جَاَ
Artinya “Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi 

untuk kalian”( QS. Al-Baqarah 29) 

 

 
7 Fauziah Nur Hutauruk, ‘Teori Produksi Dalam Perspektif Islam’, 1.3 

(2023), h 28. 
8 Rahmat Fitrianyah, ‘Produksi Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan 

Relevansinya Terhadap Sustainable Development Goals ( SDGs )’, Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam, 9.02 (2023), h 62. 
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Ayat ini menegaskan bahwa produksi pada hakikatnya 

merupakan usaha untuk mengelola amanah Allah secara bijak, 

sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat luas bagi umat. Selain 

memberikan manfaat, produksi dalam Islam harus menjaga 

keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini sejalan 

dengan QS. Al-A‘raf 56 yang melarang manusia melakukan tindakan 

merusak setelah Allah memperbaikinya:  

وَطَمَعًا   إانَّ رَحَْْتَ اللََّّا قَرايبٌ ما نَ  وَادْعُوهُ خَوْفاً  هَا  دُوا فِا الَْْرْضا بَـعْدَ إاصْلَحا وَلََ تُـفْسا
ناينَ   الْمُحْسا

Artinya “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah 

memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”.( QS. Al-A‘rāf 

[7]: 56)9 

 

 Ayat ini menunjukkan bahwa produksi tidak boleh menghasilkan 

dampak negatif seperti pencemaran, eksploitasi berlebihan, atau 

tindakan yang menimbulkan mudarat sosial dan ekologis. Ayat tersebut 

memberikan legitimasi bahwa bekerja, mengolah sumber daya, dan 

menghasilkan produk adalah bagian dari ikhtiar yang dianjurkan selama 

dilakukan sesuai syariah. 

Secara lebih rinci, tujuan produksi dalam Islam dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Memenuhi kebutuhan hidup manusia secara halal : yakni 

menghasilkan barang dan jasa yang memberikan manfaat serta tidak 

bertentangan dengan prinsip halalan thayyiban. Produksi harus 

 
9Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-A‘rāf [7]: 56, Juz 8, Mushaf Madinah, hlm. 157 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
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memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman, 

bermanfaat, dan tidak mengandung unsur haram ataupun mudarat. 

2. Mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) : yaitu 

menjadikan hasil produksi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan 

sosial. Setiap aktivitas produksi harus berorientasi pada kepentingan 

bersama, seperti menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kualitas 

hidup, dan mendukung pembangunan ekonomi umat.10 

3. Mencegah kerusakan (mafsadah) : yaitu memastikan bahwa proses 

produksi tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat, baik secara 

fisik, moral, maupun lingkungan. Hal ini mencakup larangan 

memproduksi barang haram, berbahaya, atau merusak tatanan sosial. 

4. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam : karena sumber daya 

merupakan amanah dari Allah SWT. Produksi harus dilakukan 

secara efisien, tidak boros, tidak merusak ekosistem, dan 

mempertimbangkan hak generasi mendatang. 

5. Menghasilkan keuntungan yang berkah, yakni keuntungan yang 

diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan tidak menipu. 

Keuntungan dalam Islam bukan hanya materi, tetapi juga keberkahan 

yang hadir dari kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial 

produsen.11 

 

 

 

 
10 Zainal dan Hasan, ‘Analisis Teori Produksi Persepektif Ekonomi Islam 

Dalam Buku Islamic Economics Theory and Practice Karya Muhammad Abdul 

Manan’, Jurnal of Economic Sharia Law and Bussiness Studies, 2.1 (2022). h 20 
11 Suparman Kholil, ‘Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: 

Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi ’, Journal of Islamic Law (EJIL), 3.1 (2025), 

h 1220. 
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D. Faktor- Faktor Produksi Dalam Islam 

Dalam perspektif ekonomi Islam, faktor-faktor produksi 

dipahami sebagai segala sarana yang digunakan untuk menghasilkan 

barang maupun jasa dengan cara yang halal, bermanfaat (maslahah), 

dan tidak merugikan pihak mana pun. Islam tidak menempatkan 

produksi sebagai aktivitas yang berorientasi keuntungan semata, tetapi 

sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dalam memakmurkan 

bumi. Karena itu, setiap faktor produksi harus mengikuti prinsip 

syariah seperti keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, 

gharar, dan eksploitasi.Nilai-nilai tersebut membedakan sistem 

produksi Islam dengan sistem produksi kapitalis maupun sosialis yang 

sering mengabaikan aspek moral dalam prosesnya. 

Islam menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam 

merupakan amanah dari Allah SWT dan manusia diberi tanggung 

jawab untuk mengelolanya secara adil dan beretika. Salah satu faktor 

penting adalah tenaga kerja (al-‘amal) yang tidak boleh diperlakukan 

sebagai alat produksi semata, tetapi sebagai mitra yang memiliki hak-

hak kemanusiaan. Prinsip keadilan (al-‘adl) menuntut pemberian upah 

yang layak, perlindungan kerja, serta perlakuan yang manusiawi.12 

Oleh karena itu, praktik seperti memeras tenaga kerja, menunda 

pembayaran upah, atau memberikan beban kerja berlebihan dianggap 

bertentangan dengan syariah. Islam ingin memastikan bahwa 

kesejahteraan tenaga kerja menjadi bagian dari proses produksi itu 

sendiri. 

 

 
12 Nasrul Hadi, ‘Teori Produksi Dalam Islam’, Jurnal Ekonomi Syariah Dan 

Hukum Islam, 5 (2022), h 70. 
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Selain tenaga kerja, modal (al-māl) menjadi faktor penting yang 

hanya boleh dimanfaatkan pada kegiatan yang halal dan memberikan 

manfaat sosial. Modal tidak boleh diarahkan pada usaha yang 

mengandung riba, perjudian, penipuan, atau aktivitas yang merusak 

lingkungan dan masyarakat. Penggunaan teknologi juga menjadi 

bagian dari proses produksi Islam, namun harus diarahkan untuk 

mendukung produktivitas yang efisien, berkelanjutan, dan tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, produksi 

dalam Islam bukan hanya mengejar kuantitas atau efisiensi, tetapi 

mengedepankan tanggung jawab moral, kelestarian lingkungan, dan 

kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. 

Faktor-faktor produksi dalam Islam meliputi: 

1. Sumber daya alam (al-ardh) 

Merupakan nikmat Allah yang harus dimanfaatkan secara 

halal dan tidak merusak ekosistem. Pemanfaatannya harus 

mempertimbangkan kelestarian, tidak boros (isrāf), dan tidak 

menimbulkan kerusakan (fasād). SDA menjadi modal awal 

produksi yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. 

2. Tenaga kerja (al-‘amal) 

Tenaga kerja dianggap sebagai subjek yang memiliki 

martabat, bukan objek eksploitasi. Islam menekankan pemberian 

upah adil, kondisi kerja yang baik, dan penghargaan terhadap 

kompetensi. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin besar 

pula kontribusinya dalam proses produksi. 
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3. Modal (al-māl) 

Modal merupakan faktor penggerak usaha dan hanya dapat 

digunakan untuk kegiatan produktif yang halal. Islam 

mengharamkan modal yang diperoleh atau digunakan melalui 

praktik riba, penipuan, korupsi, dan kegiatan yang tidak bermanfaat 

bagi masyarakat.13 

4. Kewirausahaan (al-riyādah atau al-tadbīr) 

Merupakan kemampuan mengelola faktor-faktor produksi 

secara amanah, inovatif, dan efisien. Seorang wirausahawan 

Muslim harus memiliki etika, kejujuran, dan visi jangka panjang, 

serta memastikan usaha yang dijalankan membawa manfaat dan 

tidak melanggar syariah. 

5. Teknologi 

Teknologi diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama 

meningkatkan kualitas produksi, efisiensi, dan mengurangi 

pemborosan. Namun penggunaan teknologi harus tetap etis, tidak 

merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan mudarat sosial seperti 

pengangguran massal tanpa solusi yang adil.14 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Abd Jalil, ‘Produksi Dalam Ekonomi Islam’, Jurnal Ekonomi Syariah, 

2023, h 60. 
14Siroj, R. A., Hasan, A., & Salamah.h 100 
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E. Etika Produksi Dalam Islam 

Dalam pandangan ekonomi Islam, etika produksi merupakan 

seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana proses 

menghasilkan barang dan jasa harus dilakukan sesuai tuntunan syariah. 

Produksi bukan hanya aktivitas ekonomi untuk mencapai keuntungan 

finansial, tetapi juga ibadah yang berkaitan dengan tanggung jawab 

manusia sebagai khalifah di bumi.15 Karena itu, setiap pelaku usaha 

diwajibkan memastikan bahwa kegiatan produksinya tidak 

mengandung unsur kezaliman, tidak merusak lingkungan, serta tidak 

menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Landasan etis ini 

ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah ayat 205 

yang mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka 

bumi: 

ُ لََ يُاُبُّ الْفَسَادَ "   "وَاللََّّ
Artinya “Allah tidak menyukai kerusakan.”( QS. Al-Baqarah ayat 205) 

 

Etika produksi dalam Islam juga menekankan keharusan 

menggunakan sumber daya dan faktor produksi secara halal dan 

bertanggung jawab. Semua bahan baku yang digunakan harus terbebas 

dari unsur haram dan najis, sementara tenaga kerja wajib diperlakukan 

secara adil, mendapatkan hak dan upah sesuai ketentuan syariah. 

Prinsip ini mengarah pada terciptanya proses produksi yang menjaga 

kemaslahatan (maslahah), tidak menimbulkan gharar (ketidak 

jelasan), tidak mengandung riba, serta menghindari eksploitasi 

terhadap manusia maupun alam. Dengan demikian, produksi yang 

dilakukan bukan hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga nilai 

 
15 Zainol Fata, ‘Analisis Etika Produksi Islami: Tinjauan Prinsip-Prinsip Dan 

Praktik Produksi Berdasarkan Nilai-Nilai Islami’, ISECO, 2.2 (2024), h 80. 
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moral yang sejalan dengan maqashid al-syariah, yaitu menjaga agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta.16 

Selain itu, Islam menekankan bahwa keberkahan dalam produksi 

sangat terkait dengan kejujuran, amanah, dan transparansi. Pelaku usaha 

harus menjamin kualitas barang yang diproduksi, tidak mengurangi 

takaran atau menyembunyikan cacat produk. Etika ini membentuk 

perilaku produksi yang adil dan berkelanjutan, karena orientasi 

utamanya bukan hanya profit, tetapi juga keberkahan dan tanggung 

jawab sosial.17 Dengan penerapan etika produksi tersebut, kegiatan 

ekonomi dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai syariah dan 

memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta lingkungan. 

  

 
16 Nuzulia Roisatun Khasanah, ‘Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika 

Produksi’, Jurnal Pemikiran Islam, 24.1 (2023), h 59–77. 
17 Alifiya Suhaila, ‘Etika Produksi Dalam Kerangka Maqasid Syariah’, 

Jurnal Sahmiyya, 3.2 (2024), h 50. 
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BAB V 

KONSUMSI DALAM ISLAM 

 

A. Definisi Konsumsi Dalam Islam 

Kata konsumsi berasal dari bahasa Latin consumere yang berarti 

“menghabiskan” atau “menggunakan habis”; secara linguistik istilah 

ini kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia untuk menunjuk proses 

pemanfaatan barang/jasa sampai menghasilkan kepuasan atau 

memenuhi kebutuhan. Dalam konteks Islam, istilah serupa yang sering 

dibahas secara etimologis adalah konsep isrâf (pemborosan) dan 

tabdzîr (pemborosan/ketidak patutan dalam penggunaan), yang 

memberi nuansa moral pada kegiatan penggunaan harta.1 

Secara terminologis dalam kajian ekonomi, konsumsi (bahasa 

Inggris: consumption) menunjuk pada tindakan pengeluaran atau 

pemakaian barang dan jasa oleh individu/rumah tangga untuk 

memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan langsung; dalam 

literatur ekonomi konvensional konsumsi dikaitkan dengan konsep 

pembelanjaan akhir (expenditure on final goods and services).2 

Konsumsi adalah kegiatan ekonomi fundamental yang 

menghubungkan produksi dengan kebutuhan hidup manusia: ketika 

barang atau jasa diproduksi, konsumsilah yang merealisasikan fungsi 

kegunaan (utility) dari barang/jasa tersebut. Dalam perspektif umum, 

konsumsi mencakup aspek kuantitatif (berapa banyak dibelanjakan) 

dan kualitatif (apa yang dibelanjakan dan untuk apa kebutuhan dasar, 

 
1 Ihdi Aini, Azhari Akmal Tarigan, and Desri Ari Enghariano, ‘Prinsip 

Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Telaah Tafsir Quran Surat Al-Isra’’, 

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 10.1 (2024), h 180. 
2 Bayu Dian Asmoro Wibowo and others, ‘Transformasi Pola Konsumsi 

Makro Ekonomi Di Era Digitalisasi : Analisis Peluang Dan Tantangan’, Jurnal 

Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2.1 (2024), h 170. 
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keinginan, gaya hidup). Perubahan tingkat pendapatan, preferensi, 

harga, dan norma sosial memengaruhi pola konsumsi masyarakat.3 

Dalam ekonomi Islam konsumsi tidak semata soal pemenuhan 

kebutuhan material konsumsi dipandang harus berorientasi pada 

maslahah (kebaikan/kemanfaatan), menjauhkan diri dari isrâf/tabdzîr, 

dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, halal-

thayyib, keseimbangan (wasathiyah), serta tanggung jawab sosial 

(zakat, sedekah). Konsumsi Islami memuat dimensi ibadah ketika 

dilakukan dalam batas-batas syariat dan memiliki tujuan kemaslahatan 

individu dan masyarakat. Literatur Indonesia menegaskan bahwa 

konsumsi Islami juga mengandung nilai-nilai kesederhanaan dan etika 

anti-konsumtif yang merusak lingkungan sosial dan ekologis.4 

B. Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Ekonomi Islam 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT mengutuk dan membatalkan 

argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena 

ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini. Selain 

itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang 

yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab 

kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-

Nya yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan 

Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an : 

وٌّ  يََيَّـُهَا النَّاسُ كُلُوا مِاَّا فِا الَْْرْضا حَلَيلً طيَ ابًا وَلََ تَـتَّباعُوا خُطوَُاتا الشَّيْطاَنا إانَّهُ لَكُمْ عَدُ 
  مُّباينٌ 

 
3 Mohammad Habibi, ‘Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam 

Perspektif Ekonomi Syariah’, JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2.1 

(2022),h 100. 
4 Muhammad Rizal Hidayat, Ihsan Ramadhani, and Nurul Huda, ‘Konstruksi 

Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer 

Kahf’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9.2 (2023), h 2461. 
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Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah : 168).5 

 

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan 

material yang luar biasa saat ini, untuk mngurangi energi manusia dalam 

mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan batiniah yang bukan 

perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam 

hidup. 

Tetapi semangat modren dunia barat, sekalipun tidak merendahkan 

nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah 

mengalihkan tekanan kearah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan 

material. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima 

prinsip dasar. 

1. Prinsip Keadilan  

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai 

mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal 

makanan dan minuman, yang terlarang adalah darh, daging binatang 

yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika 

disembelih diserukan nama selain Allah, 

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـْتَةَ وَالدَّمَ وَلَْْمَ الخنزير ووَمَا أهُالَّ باها لاغَيْْا اللََّّا فَمَن اضْطرَُّ غَيَْْ  بَِغا   إانََّّ
يمٌ    وَلََ عَادٍ فَلَ إاثَْْ عَلَيْها إانَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحا

Artinya :“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam 

Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 

 
5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Baqarah [2]: 168, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 25 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
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tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Baqarah : 173)6 

 

2. Prinsip Kebersihan 

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur’an 

maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk 

dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. 

Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan 

diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan 

makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. 

3. Prinsip Kesederhanaan 

Prinsip ini mengatur prilaku manusia mengenai makanan 

dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti 

janganlah makan secara berlebih. 

وَلََ تَـعْتَدُوا إانَّ اللَََّّ لََ يُاُبُّ  لَكُمْ   ُ   يََيَّـُهَا الَّذاينَ ءَامَنُوا لََ تُُْرَمُوا طيَ ابَاتا مَا أَحَلَّ اللََّّ
  الْمُعْتَداينَ 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan 

bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas.” (QS. Al Mai’dah : 87) 7 

 

  Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan 

dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula 

bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya 

 
6 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Baqarah [2]: 173, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 26 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Mā’idah [5]: 87, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 122 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
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pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan 

tegas tidak dibolehkan dalam Islam. 

4. Prinsip Kemurahan Hati 

 Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun 

dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang 

disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya 

adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik 

dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang 

kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang 

menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. 

لَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرا وَطَعَامُهُ مَتـَعًا لَّكُمْ وَلالسَّيَّارةَا وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَََ مَا دُمْتُمْ   أحُا
  حُرُمًا وَاتّـَقُوا اللَََّّ الَّذاي إاليَْها تُُْشَرُونَ 

Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan 

(yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat 

bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; 

dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan 

darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah 

kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 

dikumpulkan.” (QS. Al Mai’dah : 96).8 

 

5. Prinsip Moralitas 

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung 

tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau 

kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim 

diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan 

menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan 

demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi 

keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam 

 
8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Mā’idah [5]: 96, Juz 7, Mushaf Madinah, hlm. 124 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
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menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang 

berbahagia. 

را قُلْ فايهامَا إاثٌْْ كَبايٌْ وَمَنَافاعُ لالنَّاسا وَإاثْْهُُمَا أَكْبََُ مان نّـَفْ  عاهامَا  يَسْتـَلُونَكَ عَنا الْخمَْرا وَالْمَيْسا
ُ لَكُمُ الْْيََتا لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ  ُ اللََّّ  وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفاقُونَ قُلا الْعَفْوَ كَذَلاكَ يـبَُين ا

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 

besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu 

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir,” (QS. Al Baqarah: 219).9 

 

C. Konsep Kebutuhan Dan Keinginan 

Secara etimologis, kebutuhan berasal dari kata “butuh” yang 

berarti sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. 

Sedangkan “keinginan” berasal dari kata “ingin” yang bermakna hasrat 

atau dorongan hati untuk memiliki sesuatu yang belum tentu 

dibutuhkan. Dalam bahasa Arab, kebutuhan disebut ḥājah (الحاجة) dan 

keinginan sering dikaitkan dengan raghbah (الرغبة), yang secara 

maknawi mengandung arti kecenderungan hati terhadap sesuatu.10 

Secara terminologis, kebutuhan (need) diartikan sebagai sesuatu 

yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalankan kehidupannya 

secara normal, baik kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal, maupun kebutuhan non-fisik seperti pendidikan dan 

spiritualitas. Sedangkan keinginan (want) merupakan bentuk hasrat 

 
9 Imahda Khoiri Furqon, ‘Teori Konsumsi Dalam Islam’, Jurnal Hukum Dan 

Ekonomi Syariah, 06.1 (2022), h 15. 
10 Rahmat Gunawijaya, ‘Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi 

Kapitalis Dan Ekonomi Islam’, Educacao e Sociedade, 1.1 (2021), h  1695. 
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terhadap barang atau jasa yang tidak selalu esensial bagi kelangsungan 

hidup, tetapi lebih kepada kepuasan dan selera individu.11 

Dalam ekonomi Islam, kebutuhan dan keinginan tidak hanya 

dinilai dari aspek material, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. 

Kebutuhan mencakup aspek dharuriyyah (primer), hajiyyah 

(sekunder), dan tahsiniyyah (tersier) sebagaimana dijelaskan dalam 

teori maqāṣid al-syarī‘ah. Pembagian ini bertujuan agar konsumsi 

manusia tetap berada dalam koridor syariat dan tidak berlebihan. 

Keinginan manusia dalam Islam perlu diarahkan agar tidak melampaui 

batas kebutuhan yang dibenarkan dan tidak menjerumuskan pada isrāf 

(pemborosan) atau tabdzīr (penghamburan). 

Islam menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan 

jasmani dan rohani. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman: 

  ُ نْ كَمَا أَحْسَنَ اللََّّ نَ الدُّنْـيَا وَأَحْسا يبَكَ ما رةََ وَلََ تَـنْسَ نَصا ُ الدَّارَ الْْخا وَابْـتَغا فايمَا آتََكَ اللََّّ
داينَ   إاليَْكَ وَلََ تَـبْغا الْفَسَادَ فِا الَْْرْضا ۖ إانَّ اللَََّّ لََ يُاُبُّ الْمُفْسا

Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia.” (QS. Al-

Qashash [28]: 77).12 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak 

kenikmatan duniawi, tetapi menegaskan agar manusia tetap berorientasi 

pada kebahagiaan akhirat, menjaga keseimbangan hidup, dan 

menjauhkan diri dari perilaku konsumtif yang berlebihan.13 

 
11 Atika Rizki, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, ‘Teori Konsumsi 

Islami Sebagai Pedoman Dalam Kehidupan Sehari-Hari’, Jurnal Hukum Dan Ekonomi 

Syariah, 11.2 (2023), h  82. 
12 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Qashash [28]: 77, Juz 20, Mushaf Madinah, hlm. 394 (diakses melalui Al-

Qur’an Tikrar). 
13 Muhammad Fadilah Alfarisi, ‘Konsumsi Dalam Ekonomi Mikro Islam: 

Konsep, Prinsip, Dan Etikanya Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah’, Ilmiah, 5 (2025).  h 
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D. Konsep Barang Dan Jasa  

Dalam perspektif ekonomi Islam, barang dan jasa merupakan 

dua unsur utama dalam kegiatan ekonomi yang berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan ketentuan syariat. Barang 

(goods) adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat (manfa‘ah) dan 

dapat dimiliki, disimpan, serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, baik berupa benda berwujud (tangible goods) seperti makanan 

dan pakaian, maupun benda tidak berwujud (intangible goods) yang 

bernilai manfaat. Sementara itu, jasa (services) merupakan aktivitas 

atau pekerjaan yang memberikan manfaat bagi orang lain tanpa 

menghasilkan bentuk fisik tertentu, seperti jasa pendidikan, keseh atan, 

dan transportasi.14 

Dalam ekonomi Islam, setiap barang dan jasa yang 

diperdagangkan harus memenuhi unsur halal, thayyib, dan bermanfaat, 

serta tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Prinsip 

ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.: 

وٌّ أيَّـُهَا النَّاسُ كُلُوا مِاَّا فِا الَْْرْضا حَلَلًَ طيَ ابًا وَلََ تَـتَّباعُوا خُطوَُاتا الشَّيْطاَنا   إانَّهُ لَكُمْ عَدُ   يََ 
 مُّباينٌ 

Artinya “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang 

nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 168)15 

 

Ayat tersebut menjadi landasan penting dalam ekonomi Islam 

bahwa seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi harus memenuhi 

standar kehalalan dan kebaikan. Barang yang haram atau mengandung 

 
14 Atep Hendang Waluya and others, ‘Etika Konsumsi Dalam Perspektif 

Maqāṣ Id Al- Sharī’ah’, 8.03 (2022), h 2540. 
15 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Baqarah [2]: 168, Juz 2, Mushaf Madinah, hlm. 25 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
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unsur kemudaratan tidak boleh diproduksi maupun dikonsumsi karena 

bertentangan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga agama 

(ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan harta (ḥifẓ al-māl).16 

Konsep barang dan jasa dalam Islam juga menekankan aspek 

kemaslahatan sosial. Barang dan jasa tidak semata-mata dinilai dari 

harga dan manfaat ekonominya, tetapi juga dari dampaknya terhadap 

masyarakat dan lingkungan. Produksi barang yang menimbulkan 

kerusakan, pencemaran, atau eksploitasi sumber daya secara berlebihan 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan 

dan tanggung jawab terhadap alam (khalifah fil ardh). 17 

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, barang dan jasa 

bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga sarana untuk 

mencapai kemaslahatan umat dan kesejahteraan dunia-akhirat. 

Aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa harus 

dilandasi nilai etika, keadilan, dan kehalalan agar menciptakan tatanan 

ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

E. Motif Dan Tujuan Konsumsi 

Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekadar 

pemilihan dan penggunaan barang/jasa untuk pemenuhan kebutuhan 

pribadi melainkan juga dilandasi oleh motif dan diarahkan kepada 

tujuan yang mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Motif 

konsumsi dalam perspektif Islam mencakup keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, melakukan kebaikan, serta menjaga 

kesejahteraan individu dan masyarakat. Sementara tujuan konsumsi 

 
16 Siti Magfiroh, Saiful Ansori, and Umi Khomsiyatun, ‘Konsep Maslahah 

Dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami Pada Bulan Ramadhan Di Indonesia’, Jurnal 

Penelitian Agama, 23.1 (2022), h 115. 
17 Arifudin Arifudin and others, ‘Penerapan Konsumsi Islami Dalam 

Pandangan Maqashid Syariah’, Menawan : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 

2.3 (2024), h 230. 
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melampaui sekadar kepuasan material; tujuan utama adalah mencapai 

falah (keberhasilan dunia akhirat) dan maslahah (kemaslahatan) sesuai 

dengan nilai-nilai syariah. 

Motif konsumsi dapat digolongkan menjadi dua: motif yang 

berdasarkan kebutuhan yang sah menurut syariat seperti kebutuhan diri 

sendiri dan keluarga dan motif yang berisiko menjerumuskan pada 

keinginan yang tidak terkendali seperti isrâf (pemborosan) dan tabdzîr 

(penghamburan). Sebagai studi empiris, penelitian menunjukkan 

bahwa motif konsumsi yang bersifat sosial dan spiritual lebih cocok 

dengan paradigma konsumsi Islami dibandingkan motif yang semata-

mata mengejar utilitas maximal atau status sosial.18 

Sedangkan tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Tujuan jangka pendek yang bersifat material: pemenuhan kebutuhan 

dasar seperti pangan, sandang, dan papan. 

2. Tujuan jangka menengah ke sosial/humanis: berbagi kelebihan 

(misalnya lewat sedekah, wakaf) dan menghindari kerusakan sosial 

maupun lingkungan. 

3. Tujuan jangka panjang yang bersifat spiritual: memperkuat 

hubungan dengan Allah, mendapatkan pahala, dan mencapai 

keberhasilan akhirat (falah). Artikel literatur menunjukkan bahwa 

dalam paradigma Islam motif dan tujuan konsumsi digambarkan 

sebagai “membutuhkan untuk hidup” bukan “menghidupi keinginan 

semata”, dan tujuannya bukan sekadar utilitas maksimal melainkan 

kemaslahatan seluruh umat.19 

 
18 Panji Sudono Bekti and Amin Wahyudi, ‘Utilitas Konsumen Muslim’, Al-

Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4.3 (2022), h 860. 
19 Deddy Ahmad Fajar Pasca Sarjana Ekonomi Syariah and Uin Sunan 

Ampel Surabaya STIE Darul Falah Mojokerto, ‘Kajian Perbedaan Time Value Of 
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BAB VI 

DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM 

 

A. Definisi Distribusi Pendapatan Dalam Islam 

Distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, 

bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang 

dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. 

Dalam proses distribusi penentuan harga yang dipandang dari penerima 

pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya, distribusi 

juga berarti sinonim untuk pemasaran. Kadang-kadang distribusi 

dinamakan sebagai fungsional distribution.20 

Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli 

yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. 

Pendapatan (income), secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang 

atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau 

jasa-jasa manusia bebas. Dalam pengertian pembukuan pendapatan 

diartikan sebagai pendapatan sebuah perusahaan atau individu 

Distribusi pendapatan merupakan salah satu pilar utama dalam 

sistem ekonomi Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial 

dan mencegah ketimpangan ekonomi. Dalam perspektif Islam, 

distribusi pendapatan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas 

ekonomi, tetapi juga sebagai ibadah sosial (ʿibādah ijtimāʿiyyah) yang 

memiliki dimensi spiritual dan moral. Sebagaimana ditegaskan oleh 

Abdul Qadir, distribusi pendapatan dalam Islam merupakan “upaya 

 
Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah’, Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam, 7.03 (2021), h 1440. 
20 Ali Topan Lubis, ‘Distribusi Pendapatan Dalam Prespektif Islam’, JIBF: 

Journal Islamic Banking and Finance, 1.I (2020), h 60. 
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untuk menyalurkan hasil kegiatan ekonomi kepada pihak-pihak yang 

berhak menerima, dengan cara yang sesuai syariat dan berkeadilan”.21 

Distribusi pendapatan dalam Islam mencakup tiga sektor utama: 

rumah tangga, negara, dan industri.  

1. Sektor rumah tangga, distribusi diwujudkan melalui kewajiban 

nafkah, zakat, waris, dan infak.  

2. Sektor negara, distribusi berperan dalam pengelolaan kekayaan 

publik dan penetapan kebijakan ekonomi untuk menjamin 

kesejahteraan rakyat.  

3. Sektor industri, distribusi terjadi melalui mekanisme bagi hasil 

seperti mudharabah dan musyarakah, serta sistem kompensasi 

yang adil seperti upah dan sewa. Dengan demikian, distribusi tidak 

dapat dilepaskan dari struktur produksi, karena keadilan dalam 

pembagian hasil produksi menjadi kunci untuk mencegah 

eksploitasi dan akumulasi kekayaan secara berlebihan. 

 

B. Konsep Islam Tentang Sistem Distribusi Pendapatan 

 Sistem distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam 

merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam secara 

keseluruhan, yang berpijak pada asas tauhid, keadilan (‘adl), dan 

kesejahteraan umum (maslahah ‘ammah). Islam tidak hanya 

membahas bagaimana harta diperoleh, tetapi juga bagaimana harta 

tersebut dialokasikan dan didistribusikan agar tidak menimbulkan 

kesenjangan sosial yang ekstrem. Dalam konteks ini, distribusi 

pendapatan bukanlah sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga 

 
21 Abdul Qodir, ‘Efisensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam’, 7 

(2021), h 49 . 
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mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual manusia sebagai 

khalifah di muka bumi.22 

 Distribusi pendapatan dalam Islam berangkat dari prinsip 

bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT, bukan milik mutlak 

manusia. Manusia hanya sebagai pengelola (mustakhlaf), bukan 

pemilik mutlak (malik haqiqi) terhadap harta yang dimilikinya. Oleh 

karena itu, setiap individu bertanggung jawab untuk menggunakan 

kekayaannya secara adil dan memberikan manfaat sosial, sesuai 

dengan firman Allah SWT: 

نْ أهَْلا الْقُرَىٰ فَلالَّها وَلالرَّسُولا وَلاذاي الْقُرْبََٰ وَالْيـَتَامَىٰ وَالْمَ  ُ عَلَىٰ رَسُولاها ما سَاكاينا  مَّا أفََاءَ اللََّّ
وَمَ  فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  ءَاتىَٰكُمُ  وَمَآ  نكُمْ    ما الَْْغْنايَاءٓا  بَيْنَ  دُولَةًًۢ  يَكُونَ  لََ  السَّبايلا كَيْ  ا وَابْنا 

 نََىَٰكُمْ عَنْهُ فَانتـَهُوا   وَاتّـَقُوا اللَََّّ ۖ إانَّ اللَََّّ شَدايدُ الْعاقَابا 
Artinya “Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri, maka harta itu 

adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin, dan ibnu sabil, agar harta itu jangan hanya 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras 

hukuman-Nya.”(QS. Al-Hasyr:7).23 

 

 

 

 

 

 

 
22 Hanna Shufairah Azzahra Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, 

‘Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, Ekopedia : Jurnal Ilmiah 

Ekonomi, 01 (2025). h 14  
23  Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Ḥasyr [59]: 7, Juz 28, Mushaf Madinah, hlm. 546 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
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Konsep ini menegaskan bahwa dalam Islam, harta harus 

bersirkulasi secara sehat dalam masyarakat. Ketimpangan distribusi 

yang terlalu lebar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi dan 

penyimpangan dari nilai keislaman.24 

Distribusi pendapatan dalam Islam bersandar pada konsep 

tauhid, yang memandang seluruh aspek kehidupan (termasuk ekonomi) 

sebagai satu kesatuan yang tunduk pada hukum Allah. Semua aktivitas 

ekonomi harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan 

keadilan sosial. Dalam pandangan Islam, keadilan (al-‘adl) menjadi 

prinsip sentral dalam distribusi pendapatan. Keadilan tidak berarti 

kesamaan mutlak dalam kepemilikan atau pendapatan, melainkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Islam 

mengakui perbedaan kemampuan dan kontribusi, namun menolak 

akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang.25 

Prinsip lainnya adalah ukhuwah (persaudaraan) dan maslahah 

(kemanfaatan umum). Distribusi pendapatan dalam Islam harus 

memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat 

terpenuhi, termasuk melalui sistem sosial seperti zakat, infak, dan 

sedekah. Dengan demikian, sistem distribusi pendapatan Islam 

berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas ekonomi 

dan solidaritas umat.26 

 
24 syahriah Semaun Nur Aini, ‘Pendapatan Nasional Dalam Sistem Ekonomi 

Islam Antara Keadilan Dan Kesejahteraan’, Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Islam, 04 (2025). h 14 
25 S. D. N Amri, F., Jariyah, A., & Aini, ‘Pajak Dalam Perspektif Islam: 

Konsep, Implementasi, Dan Relevansi Dalam Sistem Ekonomi Modern’, Didaktik: 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi Islam, 2025.h 100 
26 R. Wardiman, ‘Etika Dan Moral Dalam Ekonomi Islam Serta 

Implementasinya Pada Distribusi Pendapatan Melalui Pengelolaan Zakat.’, Al Fiddhoh 

Journal of Banking and Finance, 2025.h 25 
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Prinsip lainnya adalah ukhuwah (persaudaraan) dan maslahah 

(kemanfaatan umum). Distribusi pendapatan dalam Islam harus 

memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat 

terpenuhi, termasuk melalui sistem sosial seperti zakat, infak, dan 

sedekah. Dengan demikian, sistem distribusi pendapatan Islam 

berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas ekonomi 

dan solidaritas umat.27 

Tujuan utama distribusi pendapatan dalam Islam bukan hanya 

untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan 

pemerataan kesempatan. Menurut Minarni, distribusi pendapatan Islam 

menekankan pada tiga tujuan pokok: 

1. Menjamin kesejahteraan dasar bagi seluruh individu; 

2. Mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan; 

3. Mendorong partisipasi sosial dan produktivitas ekonomi secara 

beretika.28 

Dengan demikian, sistem distribusi Islam memiliki dimensi 

spiritual, moral, dan sosial, berbeda dengan sistem ekonomi 

konvensional yang menitikberatkan pada efisiensi dan pertumbuhan. 

Islam menekankan bahwa keberkahan harta tidak ditentukan oleh 

jumlahnya, tetapi oleh cara memperolehnya dan penggunaannya. 

Sistem distribusi pendapatan dalam Islam merupakan sistem 

yang komprehensif, memadukan aspek spiritual, moral, dan sosial 

dalam pengaturan kekayaan. Ia tidak hanya membahas teknis ekonomi, 

tetapi juga tanggung jawab moral manusia terhadap sesama. Melalui 

instrumen seperti zakat, larangan riba, keadilan pasar, dan peran 

 
27 R. Wardiman. h 55 
28 Minarni, ‘Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Dalam Pembangunan 

Ekonomi Islam.’, Bandung: Pustaka Era Baru, 2025.  h 60 
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negara, Islam menciptakan keseimbangan antara kepemilikan pribadi 

dan kepentingan sosial. 

Dengan prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab 

sosial, sistem distribusi pendapatan Islam menjadi solusi alternatif 

terhadap ketimpangan ekonomi global modern. Ia tidak sekadar 

berorientasi pada pemerataan hasil, tetapi lebih pada pemerataan 

kesempatan, keberkahan rezeki, dan keadilan sosial yang 

berkelanjutan. 

 

C. Efisiensi Distribusi Pendapatan 

Efisiensi distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek 

paling fundamental dalam pembangunan ekonomi Islam modern. 

Distribusi pendapatan tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga 

persoalan moral, sosial, dan spiritual yang berkaitan langsung dengan 

misi keadilan Islam (al-‘adl). Dalam sistem kapitalisme, efisiensi 

sering diartikan sebagai kemampuan pasar untuk mencapai kondisi 

Pareto optimum, yaitu situasi di mana tidak ada pihak yang dapat 

dibuat lebih sejahtera tanpa mengorbankan pihak lain. Namun, 

pandangan ini bersifat sempit karena mengabaikan nilai keadilan sosial 

dan kesejahteraan bersama (maslahah ‘ammah). 

Dalam perspektif Islam, efisiensi distribusi pendapatan tidak 

hanya diukur dari segi produktivitas ekonomi, tetapi juga dari sejauh 

mana sistem tersebut mampu memastikan kesejahteraan yang merata 

tanpa menimbulkan ketimpangan structural.29 Oleh sebab itu, distribusi 

pendapatan dalam Islam bukanlah sekadar proses ekonomi, melainkan 

 
29 Dedi Saputra, ‘Pengantar Ekonomi Mikro Dalam Islam’, Jurnal 

Literasiologi, 14 (2025).h 45 
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sebuah mekanisme moral yang terintegrasi dengan nilai-nilai tauhid, 

keadilan, dan kemanusiaan. 

Istilah efisiensi dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan 

konsep itqan (ketelitian dan profesionalisme) serta ihsan (kebaikan 

dalam tindakan). Efisiensi dalam pandangan Islam mencakup 

optimalisasi penggunaan sumber daya tanpa pemborosan (israf), serta 

memaksimalkan hasil ekonomi dalam kerangka halal dan thayyib.30 

Menurut Saputra, efisiensi ekonomi Islam harus 

menyeimbangkan antara dimensi material dan spiritual, karena 

orientasi akhir ekonomi Islam bukanlah sekadar pertumbuhan 

(growth), tetapi keseimbangan (equilibrium) antara kepentingan 

individu dan sosial. 31 

Dengan demikian, efisiensi dalam distribusi pendapatan bukan 

hanya mengurangi biaya transaksi atau meningkatkan produktivitas, 

melainkan memastikan agar setiap individu memiliki akses terhadap 

sumber daya ekonomi, kesempatan yang sama, dan keamanan sosial. 

Efisiensi distribusi pendapatan dalam Islam dibangun atas 

beberapa prinsip utama yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan 

teori-teori ekonomi syariah modern.32 

a.  Prinsip Keadilan (Al-‘Adl) 

Keadilan merupakan pondasi utama sistem ekonomi Islam. 

Allah berfirman: 

نا وَإايتَآئا ذاى ٱلْقُرْبََٰ وَيَـنـْهَىٰ عَنا ٱلْفَحْشَاءٓا   وَٱلْمُنكَرا  إانَّ ٱللَََّّ يََْمُرُ باٱلْعَدْلا وَٱلْْاحْسَٰ
 وَٱلْبـَغْىا   يعَاظكُُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

 
30 M Rahman, ‘Etika Efisiensi Dalam Ekonomi Islam’, Journal of Islamic 

Economic Studies, 12 no 03 (2022).h 23 
31 Dedi Saputra. h 45 
32 R Wardiman, h 60 
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Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, 

berbuat kebajikan, memberi (bantuan) kepada kerabat, 

dan Dia melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16]: 

90).33 

 

b. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir 

Ketiga unsur ini menyebabkan distorsi distribusi 

pendapatan, karena mengalihkan kekayaan dari sektor produktif 

kesektor spekulatif. Penelitian Wardiman menunjukkan bahwa 

praktik riba menciptakan inefisiensi sosial karena menumpuk 

kekayaan pada pemilik modal tanpa meningkatkan produktivitas 

riil.34 

c. Instrumen Redistribusi Sosial 

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan alat efisiensi 

sosial yang memastikan perputaran kekayaan tetap terjadi di 

masyarakat. Sistem zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi 

sarana alokasi sumber daya yang efisien sekaligus adil.35 

Penimbunan kekayaan tanpa produktivitas bertentangan 

dengan semangat efisiensi Islam. Al-Qur’an menegaskan dalam 

firman allah SWT : 

لْبَاطالا  بِا النَّاسا  أمَْوَالَ  ليََأْكُلُونَ  وَالرُّهْبَانا  الَْْحْبَارا  ما نَ  إانَّ كَثايْاً  آمَنُوا  الَّذاينَ  أيَّـُهَا    يََ 
الذَّهَبَ وَالْفاضَّةَ وَلََ ينُفاقُونََاَ فِا سَبايلا اللََّّا  وَيَصُدُّونَ عَن سَبايلا اللََّّا ۗ وَالَّذاينَ يَكْنازُونَ  

 فَـبَشا رْهُم باعَذَابٍ ألَايمٍ 

 
33Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. An-Naḥl [16]: 90, Juz 14, Mushaf Madinah, hlm. 277 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
34 Rahman.h  22 
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Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak 

di antara para ulama dan pendeta memakan harta orang 

dengan cara yang batil dan menghalangi (manusia) dari 

jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan 

perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka 

beritakanlah kepada mereka azab yang pedih.”(QS. At-

Taubah [9]: 34). 36 

 

D. Efisiensi Alokasi 

Dalam ekonomi Islam, efisiensi alokasi tidak hanya diukur dari 

sejauh mana sumber daya digunakan secara produktif, tetapi juga dari 

kemampuan sistem ekonomi dalam mencapai tujuan syariah (maqasid 

al-shariah)—yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.37 

Efisiensi alokasi berarti bagaimana sumber daya yang terbatas 

dialokasikan untuk menghasilkan kemaslahatan (maslahah) terbesar 

bagi masyarakat, dengan tetap menghindari ketimpangan dan 

pemborosan (israf). 

Pandangan ini berbeda dari ekonomi konvensional yang lebih 

menekankan efisiensi teknis atau efisiensi pasar (Pareto optimality). 

Islam menganggap efisiensi sejati hanya dapat dicapai jika penggunaan 

sumber daya tidak menimbulkan ketidakadilan sosial atau kerusakan 

lingkungan.38 

Menurut Rahman, efisiensi dalam Islam mengandung unsur moral 

dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan 

distributif. Setiap individu dituntut untuk menggunakan sumber daya 

secara optimal sesuai kapasitasnya tanpa melakukan eksploitasi atau 

 
36 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. At-Taubah [9]: 34, Juz 10, Mushaf Madinah, hlm. 192 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar). 
37 Rahman..h 22. 
38 Dedi Saputra. h 47 
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monopoli. Prinsip efisiensi alokasi Islam didasarkan pada tiga fondasi 

utama: 

1. Tauhid (kesatuan nilai) semua aktivitas ekonomi harus berpijak 

pada kesadaran bahwa sumber daya adalah amanah dari Allah SWT. 

2. Keadilan (‘adl) penggunaan sumber daya harus menjamin 

keseimbangan hak dan kewajiban antarindividu. 

3. Kemaslahatan (maslahah) tujuan akhir dari alokasi adalah 

kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. 

Efisiensi yang Islami tidak hanya mementingkan produktivitas, 

tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi mampu menekan 

kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Dalam kerangka maqasid syariah, negara memiliki tanggung 

jawab besar untuk menjamin efisiensi alokasi melalui kebijakan publik 

yang adil. Ismail, Fadilah, dan Munajat menegaskan bahwa pengelolaan 

keuangan publik berdasarkan prinsip syariah dapat memperbaiki alokasi 

sumber daya melalui optimalisasi belanja sosial, subsidi produktif, dan 

zakat.39 

Efisiensi alokasi dalam ekonomi Islam bukan hanya persoalan 

teknis, tetapi moral, sosial, dan spiritual. Sistem ekonomi Islam 

mengajarkan bahwa penggunaan sumber daya harus diarahkan pada 

pencapaian kesejahteraan umum, menjaga keseimbangan alam, serta 

menghindari ketimpangan sosial. Efisiensi yang sejati hanya tercapai 

jika distribusi, produksi, dan konsumsi berjalan dalam bingkai maqasid 

al-shariah. 

 

 

 
39 Reita Albariah and Abdurrohim, ‘Inovasi Berkelanjutan Dalam UMKM: 

Mengintegrasikan Praktik Ramah Lingkungan Dalam Strategi Pertumbuhan Berbasis 

Nilai Ekonomi Syariah’, JEKIS Jurnal Ekonomi Islam, 1 (2025). h 17 
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BAB VII 

 PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM 

 

A. Definisi Harga Dalam Islam 

Harga merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa yang 

dinyatakan dalam satuan moneter dan berfungsi sebagai alat ukur nilai 

dalam kegiatan ekonomi. Dalam literatur ekonomi, harga dipandang 

sebagai hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang 

terjadi secara dinamis di pasar. Harga tidak hanya mencerminkan biaya 

produksi, tetapi juga mencerminkan persepsi konsumen terhadap 

manfaat, kualitas, dan kelangkaan suatu barang.1 Oleh karena itu, harga 

berfungsi sebagai sinyal penting yang membantu produsen menentukan 

jumlah produksi dan membantu konsumen dalam membuat keputusan 

pembelian. 

Harga memiliki peran sebagai mekanisme alokasi sumber daya. 

Ketika harga suatu barang naik, produsen terdorong meningkatkan 

kuantitas produksi, sedangkan konsumen cenderung menurunkan 

permintaan. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan meningkat dan 

produsen menyesuaikan output mereka. Dengan demikian, harga 

menjadi perangkat pengendali keseimbangan pasar. Dalam konteks 

mikroekonomi dan makroekonomi, harga memengaruhi perubahan 

perilaku ekonomi, distribusi pendapatan, dan efisiensi pasar secara 

keseluruhan. Karena itu, pemahaman mengenai harga menjadi aspek 

krusial dalam analisis ekonomi modern. 

 
1 Ade Irma Dwiratnaningrum, ‘Mekanisme Penetapan Harga Dalam 

Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional 

Ranomeeto)’, Jurnal Homepage, 3.1 (2022), h 50. 
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Dalam Islam, harga tsaman atau ْعر  bukan hanya dipahami الس ِ

sebagai nilai ekonomi, tetapi juga sebagai sesuatu yang mengandung 

dimensi moral, etika, dan keadilan. Harga dalam syariah harus 

ditetapkan melalui transaksi yang halal, bebas dari riba, penipuan 

(gharar), kecurangan (tadlis), manipulasi pasar (ihtikar), serta tidak 

menimbulkan kedzaliman di antara pihak yang bertransaksi.2 Oleh 

karena itu, harga dalam Islam tidak semata-mata tunduk pada 

mekanisme pasar, tetapi juga harus selaras dengan prinsip maqāshid al-

syarī‘ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan 

(jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid). 

Penetapan harga dalam Islam harus didasarkan pada prinsip 

kerelaan kedua belah pihak ('an tarāḍin), Islam juga memandang bahwa 

harga yang adil adalah harga yang muncul dari pasar yang sehat tanpa 

rekayasa dan eksploitasi. Hal ini sejalan dengan peristiwa ketika 

Rasulullah SAW. menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga 

secara paksa saat harga naik. Beliau menyatakan bahwa Allah-lah yang 

mengatur naik turunnya harga, menunjukkan bahwa intervensi harga 

hanya boleh dilakukan ketika terjadi praktik kecurangan atau 

ketidakadilan. Dengan demikian, konsep harga dalam Islam merupakan 

perpaduan antara mekanisme pasar yang wajar dan prinsip moralitas 

yang menjaga keberkahan dalam transaksi.3 

 

 

 
2 Rizky Fitra Ananda and Erwin Saputra Siregar, ‘Pengaruh Diskon Harga 

Dan Endorsment Terhadap Keputusan Pembelian Di Tiktok ( Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi )’, 1.2 (2023), h 48. 
3 ferdinan Fariz, ‘Strategi Penetapan Harga: Dalam Perspektif Islam’, Jurnal 

Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora, 4 (2024), h 25. 
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Berikut ini adalah beberapa pengertian definisi harga dalam Islam 

menurut parea ahli adalah sebgai berikut : 

1. Ibnu Taimiyah mendefinisikan harga sebagai nilai barang yang 

muncul secara alamiah dari interaksi penawaran dan permintaan di 

pasar yang berjalan jujur dan terbebas dari kecurangan. Menurutnya, 

kenaikan harga tidak selalu akibat kezaliman, tetapi bisa karena 

faktor alamiah pasar.4 

2. Al-Ghazali memandang harga sebagai ukuran nilai suatu barang 

yang ditentukan sesuai manfaat dan kebutuhan manusia. Harga yang 

adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak dan tidak 

mengandung unsur kedzaliman. 

3. Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonom Islam kontemporer, 

menjelaskan bahwa harga dalam ekonomi Islam adalah hasil 

transaksi yang berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan 

informasi, dan kebebasan bermuamalah tanpa manipulasi pasar.5 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

harga dalam Islam merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa 

yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang jujur, transparan, 

dan bebas dari unsur kedzaliman. Harga yang sah menurut syariah 

adalah harga yang muncul dari interaksi penawaran dan permintaan 

secara alami tanpa adanya manipulasi, penipuan, ataupun praktik 

yang merusak keseimbangan pasar. Selain berfungsi sebagai nilai 

ekonomi, harga dalam Islam juga mengandung dimensi etis yang 

menekankan keadilan, kemaslahatan, serta kerelaan kedua belah 

 
4 St Fatimah and others, ‘Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah’, Jurnal 

Ekonomi Syariah, 1.2 (2023), h 55. 
5 S Ilham, M., & Saifullah, ‘Telaah Historis Dalam Kebijakan Harga 

Menurut Perspektif Islam’, Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah JIEMAS, 2.1 

(2023), h 80. 
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pihak dalam bertransaksi. Dengan demikian, konsep harga menurut 

para ahli ekonomi Islam bukan hanya mencerminkan nilai materi, 

tetapi juga menegaskan pentingnya moralitas dan integritas dalam 

setiap kegiatan muamalah. 

 

B. Sejarah Pemikiran Tentang Harga Dan Pasar 

Pemikiran mengenai harga dan pasar memiliki akar panjang 

dalam tradisi ekonomi Islam, dimulai sejak masa Rasulullah SAW 

hingga berkembang pada era ulama klasik dan kontemporer. 

1. Pada Masa Rasulullah SAW 

Pada masa Rasulullah SAW, mekanisme harga berjalan 

secara alamiah berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. 

Ketika para sahabat meminta beliau untuk menetapkan harga 

(tas‘îr), Rasulullah menolak dan menegaskan bahwa Allah-lah yang 

menentukan harga, melapangkan dan menyempitkan rezeki. 

Pandangan ini menunjukkan bahwa intervensi harga oleh negara 

tidak diperlukan selama pasar berjalan jujur dan bebas dari praktik 

manipulatif. Namun, Rasulullah tetap mewajibkan moralitas dalam 

perdagangan dan melarang praktik seperti ihtikâr (penimbunan), 

tadlis (penipuan), dan riba, sehingga pasar tetap adil dan stabil.6 

 

 

 

 

 

 

 
6 Basri, ‘Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic : Nejatullah 

Siddiqi Persfective A Study of Modern Economic Phenomena’, Jurnal Islam, Ekonomi, 

9.03 (2023), h 79. 
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2. Masa Khulafaur Rasyidin 

Pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan tentang harga 

tetap mengikuti prinsip yang diajarkan Rasulullah, yaitu 

membiarkan harga terbentuk melalui mekanisme pasar yang sehat, 

tetapi dengan pengawasan ketat terhadap perilaku pedagang. Umar 

bin Khattab, misalnya, mendirikan lembaga hisbah untuk 

mengawasi pasar, menindak pedagang yang curang, dan 

memastikan standar kualitas barang tetap terjaga. Meskipun tidak 

melakukan penetapan harga langsung, para khalifah aktif menjaga 

agar sistem pasar tidak disalahgunakan oleh pedagang yang 

mengejar keuntungan berlebihan melalui kecurangan, monopoli, 

dan manipulasi.7 

3. Masa Ulama Klasik 

a. Al-Ghazali menekankan bahwa harga adalah hasil dari nilai 

manfaat dan kelangkaan barang, sehingga pasar harus dijaga 

dari praktik curang agar harga mencerminkan nilai sebenarnya. 

b. Ibnu Taimiyah memberikan konsep paling komprehensif 

tentang harga, bahwa harga terbentuk oleh permintaan dan 

penawaran. Kenaikan harga yang alami bukanlah kezaliman, 

sedangkan kenaikan akibat manipulasi wajib ditindak oleh 

negara. 

c. Ibnu Khaldun menjelaskan hubungan antara urbanisasi, tingkat 

produksi, dan variasi harga. Ia menegaskan bahwa kebijakan 

pemerintah berlebihan justru dapat merusak mekanisme pasar. 

 

 

 
7 Lelih Amaliatushalihah and Qurroh Ayuniyyah, ‘Mekanisme Pasar Dalam 

Islam’, Ilmiah Pascasarjana, 4.3 (2024). h 290 
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4. Masa Pemikiran Ekonomi Islam Modern 

Pada era modern, para ekonom muslim mengembangkan 

kembali konsep harga dan pasar dengan pendekatan metodologis 

kontemporer. Mereka memandang pasar sebagai institusi moral 

yang hanya dapat berjalan efektif apabila dilandasi nilai-nilai 

syariah seperti keadilan distribusi, transparansi informasi, dan 

penghapusan praktik riba, gharar, maysir, serta monopoli. Intervensi 

negara diperbolehkan dalam bentuk regulasi dan pengawasan jika 

diperlukan untuk menjaga kemaslahatan umum, tetapi tidak 

mendorong penetapan harga secara langsung kecuali dalam kondisi 

darurat.8 

5. Perkembangan Kontemporer 

Dalam konteks ekonomi kontemporer, pemikiran tentang 

harga dan pasar dalam Islam diterapkan melalui sistem ekonomi 

modern seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, industri 

halal, dan regulasi perlindungan konsumen. Negara berperan 

sebagai pengawas agar pasar tetap berjalan adil melalui lembaga 

seperti OJK, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan 

lembaga halal. Prinsip utama yang tetap dijaga adalah memastikan 

bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang sehat, bebas 

dari eksploitasi, serta mampu mewujudkan tujuan syariah (maqasid 

al-syariah) seperti keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas ekonomi.9 

 

 
8 Euis Amalia, ‘Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 5.1 (2013).h 22 
9 Riby Tri and others, ‘Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, 

Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 3.1 (2024), h 60. 
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C. Konsep Harga Dalam Islam 

Harga pada dasarnya merupakan nilai moneter yang diberikan 

terhadap suatu barang atau jasa dalam suatu transaksi ekonomi. Dalam 

literatur ekonomi, harga muncul dari interaksi antara permintaan dan 

penawaran, sehingga posisinya menjadi indikator penting dalam 

menentukan perilaku produsen dan konsumen. Harga tidak hanya 

berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penentu efisiensi 

alokasi sumber daya barang yang langka dan dibutuhkan akan memiliki 

harga lebih tinggi, sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan 

produksi. Oleh karena itu, harga berperan sebagai sinyal pasar yang 

mengatur keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan 

produsen dalam menyediakan barang dan jasa.10 

Selain itu, harga sering dijadikan pertimbangan strategis dalam 

pembangunan ekonomi, karena perubahan harga dapat mempengaruhi 

tingkat konsumsi, produksi, dan pendapatan masyarakat. Kenaikan 

harga barang kebutuhan pokok, misalnya, dapat menurunkan daya beli 

dan mengubah pola konsumsi, sehingga mempengaruhi stabilitas 

ekonomi. Dalam manajemen bisnis, penentuan harga juga harus 

mempertimbangkan biaya produksi, persaingan, kualitas produk, dan 

nilai manfaat yang diterima konsumen. Dengan demikian, konsep 

harga memiliki dimensi ekonomi yang luas, mencakup aspek pasar, 

perilaku konsumen, strategi bisnis, serta kondisi sosial ekonomi. 

 

 

 

 
10 Luthfiana Kariim, ‘Komparasi Konsep Harga Perspektif Islam : Ulama 

Ekonom Klasik Dan Kontemporer Abad Pertengahan’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 

9.03 (2023), h 74. 
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Dalam perspektif Islam, harga bukan hanya sekadar nilai tukar 

ekonomi, tetapi merupakan bagian dari sistem muamalah yang harus 

dibangun di atas prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Harga 

ideal adalah harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme 

pasar yang bebas dari unsur penipuan (gharar), kecurangan (tadlis), 

riba, maupun penimbunan (ihtikar). Islam menekankan bahwa 

transaksi ekonomi harus menghindari segala bentuk kedzaliman, 

sehingga harga yang muncul harus mencerminkan kondisi pasar yang 

adil dan transparan. Ketika penawaran dan permintaan bekerja secara 

normal tanpa manipulasi, harga tersebut dipandang sah secara 

syariah.11 

Para ulama seperti Ibnu Taymiyyah menjelaskan bahwa 

fluktuasi harga merupakan fenomena alamiah yang dipengaruhi oleh 

faktor produksi, permintaan masyarakat, dan kondisi pasar. Karena itu, 

kenaikan harga tidak serta-merta dianggap sebagai kezaliman 

pedagang. Namun, Islam memberikan ruang bagi pemerintah untuk 

melakukan intervensi harga (tas‘ir) ketika terdapat praktik merugikan 

seperti monopoli atau rekayasa pasar yang menyebabkan kesulitan 

masyarakat. Konsep harga dalam Islam dengan demikian berfungsi 

tidak hanya untuk mengatur transaksi, tetapi juga menjaga keadilan 

sosial dan memastikan distribusi ekonomi yang seimbang sesuai tujuan 

syariah (maqasid al-shariah).12 

 

 
11 Nurizal Ismail and others, ‘Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan 

Pemikiran Ekonomi Islam’,(2022) 6.2, h 28. 
12 Syamsul Hilal, ‘Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran 

Ibn Taimiyah )’, 6.2 (2021),  h 25. 
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D. Kebijakan Harga Dalam Pasar Islam 

Kebijakan harga dalam pasar Islam pada dasarnya dibangun 

atas prinsip menjaga stabilitas pasar, mencegah kezaliman, dan 

memastikan keadilan distribusi. Islam memberikan kebebasan kepada 

mekanisme pasar untuk membentuk harga secara alami melalui 

interaksi permintaan dan penawaran. Namun, kebebasan tersebut tidak 

bersifat absolut karena tetap berada dalam kerangka nilai syariah yang 

menolak praktik manipulatif seperti penimbunan (ihtikar), monopoli, 

rekayasa harga, serta kecurangan dalam transaksi.13 Oleh karena itu, 

kebijakan harga dalam Islam bukan sekadar pengaturan nilai barang, 

tetapi merupakan alat untuk mengamankan kemaslahatan umum dan 

mencegah gangguan pasar. Pemerintah memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengawasan agar pelaku pasar mematuhi prinsip etika 

muamalah. 

Intervensi pemerintah dalam penetapan harga (tas‘ir) 

diperbolehkan ketika terjadi ketidakstabilan pasar atau munculnya 

praktik merugikan masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa 

penetapan harga hanya boleh dilakukan jika mekanisme pasar tidak 

mampu lagi menciptakan harga yang adil. Misalnya saat terjadi 

spekulasi, kelangkaan yang diciptakan secara sengaja, atau adanya 

kelompok yang menguasai barang tertentu. Dalam kondisi seperti itu, 

pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau minimum demi 

mencegah eksploitasi.  

 

 

 
13 Syamsul Effendi, ‘Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, 

Jurnal Ekonomi Islam, 2022, h  30. 
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Kebijakan ini mencerminkan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah) 

dalam menjaga harta dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, 

pasar Islam memadukan dinamika harga alami serta pengawasan negara 

untuk menjaga keberlanjutan ekonomi yang etis dan berkeadilan.14 

 

  

 
14 Aliyah Sri, Huriyah Syakir, and Haerul Nisa, ‘Analisis Mekanisme 

Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah : Studi Kasus Pada 

Pasar Modern Di Kabupaten Bone’, Journal of Islamic Economic Studies, 1.2 (2025), 

h 68. 
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BAB VIII 

MEKANISME PASAR DALAM ISLAM 

 

A. Konsep Pasar Dalam Islam 

Dalam tradisi ekonomi Islam, pasar dipahami bukan sekadar 

tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga arena sosial-moral yang 

tunduk pada prinsip-prinsip syariah: keadilan (adl), amanah 

(kejujuran), larangan riba dan penimbunan (ihtikar), serta tanggung 

jawab sosial (maslahah). Oleh karena itu, konsep pasar dalam Islam 

menggabungkan analisis ekonomi (penawaran, permintaan, harga) 

dengan norma etika dan hukum yang mengatur perilaku pelaku pasar.1 

Pasar bukan sekadar tempat bertemu penjual-pembeli; dalam 

perspektif Islam pasar adalah arena ekonomi yang mesti berfungsi 

efisien sambil tetap mengakar pada nilai moral-syar’î: keadilan (‘adl), 

kejujuran (sidq), transparansi, larangan riba/gharar/maisir, dan tujuan 

syariah (maqāṣid) untuk menjaga kemaslahatan umat. Pemikiran 

kontemporer menekankan bahwa mekanisme pasar bebas tetap dapat 

dipertahankan selama dibatasi oleh norma-norma syariah yang 

menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pihak lemah.2 

Definisi operasional Pasar Islami adalah sistem dan mekanisme 

pertukaran barang/jasa yang memungkinkan harga, produksi, dan 

distribusi terbentuk melalui interaksi penawaran dan permintaan, 

namun dikontrol oleh norma-norma syariah yang mengatur isi 

(halal/haram), prosedur transaksi (transparan, tanpa gharar), dan tujuan 

 
1 Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, ‘Mekanisme Pasar Dalam 

Konteks Islam’, Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi, 6.1 (2022), h 6. 
2 Lisnawati Muhammad Zaki, Ageng Asmara And Others, Buku Ajar 

Ekonomi Syariah (Deli Serdang – Sumatera Utara: Az-Zahra Media Society, 2022). h 

170. 
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sosial-ekonomi (kesejahteraan bersama). Penekanan ada pada 

keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab moral. 

(lihat definisi dan pembahasan konsep di buku ajar ekonomi syariah).3 

Prinsip-prinsip normatif pasar Islam: 

1. Kebebasan ekonomi dalam koridor syariah. Pasar diberi ruang untuk 

mekanisme penentuan harga (pasar relatif bebas), tetapi kebebasan 

ini dibatasi ketika muncul praktik yang merugikan (penipuan, 

monopoli, riba, perjudian). Prinsip kebebasan ini ditemukan dalam 

literatur modern yang menegaskan: pasar bebas namun berkerangka 

syariah.  

2. Keadilan & transparansi. Transaksi harus adil penjual tidak 

menyembunyikan cacat barang, timbangan/ukuran harus jujur. QS. 

al-Muṭaffifīn menegaskan larangan mengurangi timbangan/ukuran. 

Praktik adil ini menjadi landasan etika pasar Islam.  

3. Larangan riba dan penimbunan (hoarding). Islam melarang riba 

yang merusak distribusi kekayaan; penimbunan barang pokok untuk 

mengerek harga (ihtikar) juga dikecam dan sering menjadi dasar 

intervensi publik dalam literatur kontemporer.  

4. Amanah dan keutamaan moral perdagangan. Hadis menyatakan 

pedagang jujur mendapat derajat tinggi (dengan para nabi dan 

shiddiqin). Etika ini menjadi landasan pembentukan norma pasar 

yang bukan hanya ekonomis tetapi juga religius.  

Secara mikro, harga masih dibentuk oleh penawaran dan 

permintaan Islam mengakui mekanisme pasar sebab ia efisien 

mengalokasikan sumber daya tetapi ada pembatasan etis: 

 
3 Muhammad Zaki, Ageng Asmara and others. h 175 
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a) Transparansi informasi: agar harga mencerminkan nilai sejati, 

bukan manipulasi; tindakan menimbun barang (ikhtikar) untuk 

mengangkat harga dikutuk.  

b) Intervensi bila diperlukan: negara/otoritas dapat campur tangan 

untuk mencegah monopoli, penimbunan, manipulasi harga, dan 

untuk melindungi kelompok rentan; intervensi yang adil justru 

dianggap bagian dari tanggung jawab publik. 

c) Perilaku pelaku: penjual dan pembeli diarahkan ke transaksi 

mabrūr (jual beli yang diberkahi): transparan, tanpa unsur 

penipuan, saling menguntungkan.  

Firman allah SWT: QS. Al-Mutaffifīn (83):1–3 

اكْتَالُوا عَلَى النَّاسا يَسْتـَوْفُونَ، وَإاذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزنَوُهُمْ   وَيْلٌ ل الْمُطَف افايَن، الَّذاينَ إاذَا 
رُونَ   يُُْسا

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka 

menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka 

mengurangi.”(QS. Al-Mutaffifīn (83):1–3)4 

 

Hadis Rasulullah SAW: 

  ”التاجر الصدوق الْمين مع النبيين والصديقين والشهداء“ 
Artinya “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para 

nabi, orang-orang yang shiddiq, dan para syuhada.” (HR. 

at-Tirmidzi).  

 

Hadis ini sering digunakan untuk menegaskan mulianya 

etika dagang. 

 
4 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-Muṭaffifīn [83]: 1–3, Juz 30, Mushaf Madinah, hlm. 587 (diakses melalui Al-

Qur’an Tikrar).  



 

84 

B. Mekanisme Pasar Dalam Islam 

Mekanisme pasar dalam Islam adalah proses interaksi antara 

penawaran (supply) dan permintaan (demand) yang menghasilkan 

penentuan harga barang dan jasa dengan tetap memperhatikan prinsip-

prinsip syariah seperti keadilan (‘adl), kejujuran, larangan riba, gharar, 

dan autres tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks Islam, 

pasar tidak semata-mata ajang transaksi ekonomi, melainkan arena 

sosial yang harus menjamin kesejahteraan bersama dan menjauhi 

praktik eksploitasi.5 

Menurut penelitian yang terkini, mekanisme pasar dalam Islam 

dianggap sebagai mekanisme alamiah (sunnatullah) yang “menetapkan 

harga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan tanpa 

paksaan”, namun tetap dipadukan dengan “nilai moral dan etika 

syariah”.6 

Dalam kerangka Islam, harga barang/jasa terbentuk dari 

interaksi penawaran dan permintaan serta nilai moral syariah. Pasar 

akan mencapai keseimbangan (market equilibrium) ketika jumlah 

barang yang ditawarkan sebanding dengan jumlah barang yang diminta 

oleh konsumen; kondisi ini dipandang sebagai titik harga yang adil. 7 

Namun, karena orientasi utama Islam adalah kesejahteraan 

rakyat, maka kepatuhan moral seperti kejujuran (sidq), keterbukaan 

 
5 Arifudin and others, ‘Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem 

Ekonomi, Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam’, 
Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 2.2 (2024). h 138 

6 Anya Farica and others, ‘Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi 

Islam’, Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics, 5.1 (2024),h 138. 
7 Indira Bina Hakim Della Adelia, Dedek Kustiawarini, Ani Musyarrofah, 

‘Mekanisme Pasar Untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi 

Islam’, ETNIK:Jurnal Ekonomi -Teknik, 2.1 (2023), h 86. 
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(shafāfah), dan larangan manipulasi menjadi bagian integral dari proses 

pembentukan harga.8 

 

C. Distorsi Pasar 

Distorsi pasar (market distortion) merujuk pada keadaan ketika 

mekanisme pasar gagal mencerminkan interaksi penawaran dan 

permintaan yang efisien akibat adanya campur tangan atau ketidak 

sempurnaan eksternal. Dalam ekonomi neoklasik, pasar ideal 

diandaikan beroperasi secara kompetitif penuh, di mana harga 

mencerminkan nilai marjinal dari barang atau jasa. Namun, 

kenyataannya, faktor-faktor seperti subsidi, monopoli, korupsi, dan 

regulasi tidak efisien menciptakan distorsi dalam proses pembentukan 

harga.9 

Menurut Rijali dalam Evolusi Perilaku Konsumen di Era Digital 

dan Implikasinya Terhadap Daya Beli Masyarakat, distorsi terjadi 

ketika informasi dan sumber daya tidak dialokasikan secara optimal 

sehingga mengurangi efisiensi pasar dan memperlambat pertumbuhan 

ekonomi. 

Jenis-Jenis Distorsi Pasar: 

1. Distorsi Kebijakan Pemerintah terjadi ketika intervensi seperti pajak 

berlebihan atau subsidi salah sasaran mengubah struktur insentif 

ekonomi.10 

 
8 Farica and others. h 140 
9 Nadi Fikri Rijali, ‘Evolusi Perilaku Konsumen Di Era Digital Dan 

Implikasinya Terhadap Daya Beli Masyarakat’, Department of Digital Business 

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4.3 (2025), h 1391. 
10 Irwan Suriad Nabila, Himawan Sutanto, ‘Implementasi Alokasi Dana 

Desa Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat 

Kabupaten Lombok Tengah’, JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, 10(2). h 0173 

(2025) . h 110. 
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2. Distorsi Informasi akibat asimetri informasi antara produsen dan 

konsumen, sebagaimana dibahas oleh Rijali yang menekankan 

peran digitalisasi terhadap perilaku konsumsi yang tidak efisien. 

3. Distorsi Struktural berkaitan dengan ketidakseimbangan antara 

sektor produksi, seperti sektor jasa yang berkembang pesat namun 

industri dasar melemah. 

4. Distorsi Akibat Korupsi Ullayatalatof & Widyawati menyebutkan 

bahwa korupsi menyebabkan alokasi sumber daya menuju proyek 

yang menguntungkan pihak tertentu, bukan proyek produktif.  

Dalam pandangan Islam, pasar yang adil adalah pasar yang bebas 

dari penipuan, monopoli, dan riba. Distorsi pasar merupakan bentuk 

ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip al-‘adl 

(keadilan) dan al-amanah (kejujuran). 

Ayat Al-Qur’an: 

بَـي انَةٌ   وَإالََٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيـْبًا   قَالَ يََ قَـوْما اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُم م انْ إالَٰهٍ غَيْْهُُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم
دُوا فِا الَْْرْضا   بَـعْدَ م ان رَّب اكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمايزاَنَ وَلََ تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلََ تُـفْسا

لاكُمْ خَيٌْْ لَّكُمْ إان كُنتُم مُّؤْماناينَ  هَا   ذَٰ  إاصْلَحا
Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan, Kami utus saudara mereka, 

Syu‘aib. Ia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak 

ada bagi kalian Tuhan selain-Nya. Sungguh, telah datang 

bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Maka 

sempurnakanlah takaran dan timbangan, janganlah kamu 

merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah 

kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) 

memperbaikinya. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu 

benar-benar orang-orang yang beriman.(QS. Al-A‘rāf: 85).11 

 

 
11Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Al-A‘rāf [7]: 85, Juz 8, Mushaf Madinah, hlm. 161 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar).  
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Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi 

ekonomi agar tidak terjadi distorsi dalam distribusi nilai. 

Hadis Nabi صلى الله عليه وسلم: 

 مَنْ غَشَّ فَـلَيْسَ مانَّا
Artinya “Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan 

kami.”(HR. Muslim No. 102).12 

 

Hadis ini menggarisbawahi larangan praktik manipulatif yang 

menciptakan distorsi harga, seperti rekayasa pasokan dan penimbunan 

barang (ihtikār). 

Distorsi pasar merupakan penyimpangan fundamental dalam 

sistem ekonomi yang menghambat efisiensi dan keadilan distribusi. 

Perspektif ekonomi modern menekankan pentingnya kebijakan fiskal 

dan regulasi yang menekan distorsi, sementara Islam menekankan 

integritas moral dan transparansi dalam muamalah. Kombinasi 

pendekatan moral Islam dan kebijakan ekonomi rasional menjadi kunci 

mengurangi distorsi serta menciptakan pasar yang efisien, adil, dan 

berkeadaban. 

 

D. Al-Hisbah 

Secara etimologis, Al-Hisbah berasal dari akar kata ḥasaba–

yaḥsibu–ḥisbah, yang berarti “menghitung” atau “memperhitungkan 

pahala di sisi Allah”. Secara terminologis, Al-Hisbah dipahami sebagai 

lembaga pengawasan sosial dalam sistem pemerintahan Islam yang 

 
12  Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim (Riyadh: Darussalam, 2023), Kitab 

al-Īmān, Hadis no. 102, hlm. 88. 
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bertugas menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dalam ranah publik, 

termasuk etika pasar, keadilan ekonomi, dan moralitas sosial.13 

Prinsip al-ḥisbah didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah. Allah 

SWT berfirman: 

كَ هُمُ وَلْتَكُن م انكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إالََ ٱلخَْيْْا وَيََْمُرُونَ باٱلْمَعْرُوفا وَيَـنـْهَوْنَ عَنا ٱلْمُنكَرا   وَأوُ۟لـَئٰٓا 
 ٱلْمُفْلاحُونَ 

Artinya “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‘ruf, 

dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang 

yang beruntung.”(QS. Āli ‘Imrān [3]: 104)14 

 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga bersabda: 

هُْ بايَداها، فإَانْ لََْ يَسْتَطاعْ فبَالاسَاناها، فَإانْ لََْ يَسْتَطاعْ فبَاقَلْبا  ها، وَذَلاكَ  مَنْ رأََى مانْكُم مُنْكَراً فَـلْيُـغَيْ ا
يماَنا   أَضْعَفُ الْا

Artinya “Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka 

hendaklah ia mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu, 

maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan 

hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.”(HR. Muslim, 

No. 49).15 

 

Ayat dan hadis ini menjadi fondasi normatif lembaga hisbah 

sebagai instrumen moral dan administratif dalam masyarakat Islam. 

Menurut Mukhtar & Khusnudin, sistem Hisbah telah ada sejak 

masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم, yang secara langsung mengawasi pasar Madinah 

untuk memastikan kejujuran pedagang dan melarang praktik 

 
13 Yasir Altair, ‘The Concept of Al-Hisbah in Upholding Public Morals : 

Historical Foundations and Contemporary Applications in Modern Society’, SYARIAT: 
Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah, 02.02 (2025), h 80. 

14 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

QS. Āli ‘Imrān [3]: 104, Juz 4, Mushaf Madinah, hlm. 63 (diakses melalui Al-Qur’an 

Tikrar).  
15 Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, terj. Darussalam Publishers (Riyadh: 

Darussalam, 2022), Kitab al-Īmān, Hadis no. 49, hlm. 25  
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manipulatif seperti penimbunan (ihtikar) dan penipuan takaran 

(tadlīs).16 

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, fungsi ini dilembagakan 

dalam bentuk muhtasib pejabat publik yang bertugas mengontrol pasar, 

kebersihan kota, dan perilaku masyarakat. 

Transformasi modernnya, sebagaimana dijelaskan oleh Anwar, 

Haeriyah & Kara, terjadi ketika konsep hisbah direkonstruksi menjadi 

bentuk halal governance dan consumer protection agency dalam 

ekonomi halal global.17 

Al-Hisbah memiliki peran utama dalam: 

1. Pengawasan Pasar (Market Supervision): Memastikan harga adil 

dan menekan praktik monopoli. 

2. Perlindungan Konsumen: Mencegah kecurangan, penimbunan, 

dan eksploitasi. 

3. Etika Sosial dan Lingkungan: Mengatur kebersihan publik, 

kelayakan produk, dan kejujuran bisnis. 

4. Keadilan Ekonomi: Mewujudkan distribusi kekayaan yang 

seimbang antara individu dan Masyarakat.18 

Dalam konteks modern, Sholikah dkk. menunjukkan bahwa 

prinsip hisbah relevan untuk pengawasan pasar modal syariah di 

 
16 Muhammad Naufal Mukhtar, ‘History Of Markets , Hisbah And Its 

Implementation In The Era Of The Prophet Saw Until Modern Times’, Profit: Jurnal 

Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8.2 (2024), h  66. 
17 Desy Rahmawati Anwar, Hamzah Haeriyah, and Muslimin Kara, ‘From 

Hisbah to Halal Governance : Reconstructing Market Supervision in Classical Islamic 
Manuscripts for Contemporary Halal Economy Regulation Dari Hisbah Ke Tata Kelola 

Halal : Rekonstruksi Pengawasan Pasar Dalam Naskah Islam Klasik Untuk Regulasi 

Ekonom’, Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), 4.6 (2025), h 1706. 
18 M. Rizky Oktaviandi and Yogi, ‘Economic Justice Through Al-Hisbah : 

Reviewing The Role And Performance Of Market Supervisory Institutions’, Al-Kharaj: 

Journal of Islamic Economic and Business, 6.1 (2024), h 136. 
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Indonesia, bertindak sebagai lembaga perlindungan investor dan 

transparansi keuanganad.19 

Fanani & Takayasa menjelaskan bahwa hisbah bukan hanya 

lembaga ekonomi, tetapi juga sarana untuk menjaga moral publik dan 

tata kelola sosial yang adil. Dalam sejarah Islam klasik, muhtasib 

bertugas menindak pelanggaran publik seperti riba, maksiat terbuka, 

atau manipulasi harga. 20 

Anwar, Fahrullah & Ridlwan menambahkan bahwa nilai hisbah 

menanamkan prinsip integritas dan kejujuran dalam bisnis tradisional 

dan modern, serta menjadi model etika korporasi Islam.21  

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa Al-Hisbah 

merupakan sistem pengawasan moral, ekonomi, dan sosial yang 

menyatukan nilai-nilai agama dan tata kelola publik. Ia tidak hanya 

menjadi alat kontrol pasar dalam Islam klasik, tetapi juga menjadi 

inspirasi utama bagi sistem regulasi halal, perlindungan konsumen, dan 

etika pemerintahan modern. Lembaga ini berakar pada prinsip amar 

ma’ruf nahi munkar dan terus berevolusi untuk menjawab tantangan 

tata kelola ekonomi dan moralitas publik di era globalisasi. 

 

 

 

 

 

 
19 Mar Sholikah and others, ‘Al Hisbah in Modern Era : Investor Protection 

Institution in Indonesian Islamic Capital Market’, JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 
10.02 (2024),  h 2316. 

20 Ahwan Fanani and others, ‘Hisbah in Public Moral and Marketplace 

Control: From Historical to Indonesian Contexts’, Hikmatuna, 8.1 (2022), h 50. 
21 Moch. Khoirul Anwar and others, ‘The Role Of Al-Hisbah In 

Implementation Of Business Ethics In Traditional Markets’, Amwaluna: Jurnal 

Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4.2 (2020), h 160. 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Ekonomi mikro Islam merupakan sistem analisis ekonomi yang 

tidak hanya memandang kegiatan ekonomi sebagai proses pencapaian 

kepuasan dan keuntungan semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah 

dan tanggung jawab moral manusia kepada Allah SWT dan sesama. 

Seluruh aktivitas ekonomi baik konsumsi, produksi, distribusi, maupun 

transaksi pasar harus tunduk pada prinsip tauhid, keadilan (‘adl), 

keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). 

Permintaan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh harga dan 

pendapatan, tetapi juga oleh nilai halal–haram, kesadaran religius, dan 

larangan berlebih-lebihan (israf). Konsumen Muslim dibimbing untuk 

mengarahkan pengeluarannya pada barang dan jasa yang halal, 

bermanfaat, dan tidak merusak moral maupun sosial. 

Penawaran dalam Islam juga tidak boleh bersifat eksploitatif. 

Produsen tidak hanya bertanggung jawab terhadap efisiensi dan 

keuntungan, tetapi juga terhadap keadilan harga, kualitas produk, serta 

larangan praktik penimbunan (ihtikar), penipuan (tadlis), dan monopoli. 

Dengan demikian, produksi dan distribusi harus berjalan secara etis dan 

amanah. 

Keseimbangan pasar dalam Islam bukan hanya keseimbangan 

matematis antara permintaan dan penawaran, melainkan juga 

keseimbangan moral dan sosial. Pasar Islami bertujuan menciptakan 

harga yang adil, distribusi yang merata, serta mencegah terjadinya 

kezaliman dan distorsi pasar. 
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Produksi dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan umat, 

bukan hanya pada profit. Kegiatan produksi harus menjaga keberlanjutan 

lingkungan, menghormati tenaga kerja, menggunakan modal yang halal, 

dan memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan membawa 

manfaat bagi masyarakat. 

Secara keseluruhan, ekonomi mikro Islam menawarkan kerangka 

yang lebih utuh dibandingkan sistem konvensional karena 

mengintegrasikan aspek ekonomi, etika, dan spiritual. Dengan 

penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas mikroekonomi, sistem 

ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan dapat terwujud. 

B. Saran 

Berdaraskan penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

memeberikan beberapa saran yakni : 

1. penulis menyarankan agar kajian mengenai ekonomi mikro Islam 

terus dikembangkan dan dipelajari secara lebih mendalam, karena 

konsep-konsep yang terkandung di dalamnya tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai 

keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan sesuai dengan 

prinsip syariah. Pemahaman yang baik terhadap ekonomi mikro Islam 

diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha, 

dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran 

Islam sehingga tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan.  

2. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 

melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai 

penerapan ekonomi mikro Islam dalam berbagai sektor ekonomi 

modern agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi 

pengembangan ilmu ekonomi Islam di masa mendatang. Pemerintah, 

lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah juga diharapkan 
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dapat berperan aktif dalam meningkatkan edukasi serta penerapan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan memberikan 

manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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